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Perceraian dalam hukum islam merupakan perbuatan halal yang sangat di
benci oleh Allah SWT. Dan menurut hukum positif perceraian akan sah bila di
lakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dari dua hal tersebut menunjukan
bahwa perceraian tidak bisa di lakukan dengan mudah tanpa adanya alasan-alasan
yang kuat. Karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang tidak mudah di
lepaskan oleh permasalahan-permasalahan rumah tangga yang tidak jelas
kedudukannya. Perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang
bahagia,sejahtera dan damai, di dalamnya ada harapan untuk membangun
kehidupan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Namun perceraian ada kalanya tidak
dapat di hindari karena alasan-alasan tertentu seperti sakit jiwa dan lain
sebagainya. Perceraian merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan
persoalan rumah tangga yang tidak dapat di pertahankan lagi. Perceraian tidak
boleh berangkat dari persoalan-persoalan yang sepele dan hanya mementingkan
hawa nafsu semata.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka dalam skripsi ini yang menjadi
pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim
di Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara perceraian karena gangguan
jiwa. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap perceraian karena
gangguan jiwa tersebut.

Pada penyusun skripsi ini peneliti gunakan penelitian lapangan (field
research) dan sifat penelitianya adalah deskriptif analitik. Dalam teknik
pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan 3 langkah yaitu : 1)
Reduksi data 2) Penyajian data 3) Penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa
keabsahan data peneliti penggunakan triangulasi sumber.

Sebagai hasil dari penelitian maka dapat di diskripsikan bahwa perceraian
dengan alasan gangguan jiwa dapat di terima oleh Pengadilan Agama Jember
tahun 2015. Dalam memutus perkara hakim mengambil sumber dari Undang-
undang No.1 tahun 1974 yang di kategorikan sebagai perceraian dengan alasan
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2e) jo. Pasal 19 PP. No 9
tahun 1975 dan Menurut pandangan hukum islam perceraian tersebut telah di
jelaskan di dalam Pasal 116 KHI yang berbunyi : “salah satu pihak menderita
cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai suami/istri”’. Penanganan kasus perceraian dengan alasan
gangguan jiwa ini sesuai dengan penanganan kasus perceraian pada umumnya
tetapi terdapat kekhususan tertentu yaitu adanya perintah untuk memeriksakan
pihak tergugat ke dokter dan pihak tergugat di dalam persidangan di wakili oleh
walinya, karena tergugat di anggap tidak cakap berbuat hukum.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan tujuannya
adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai suami
istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus di
adakan akad yang sangat kuat dan mitsaagad ghalidzan yaitu dengan
perkawinan.

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan
manusia, karena dengan perkawinan seseorang mempunyai keturunan yang
sah, dapat terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani serta terciptanya
ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,keluarga dan
masyarakat.

Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974
yang tertuang dalam pasal 1: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa™.

Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuatatau mitsagan ghalidzaan, untuk mentaati perintah

Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

! (Pengadilan Agama,1974:157).



Adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 di jelaskan:
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Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.?

Untuk mencapai tujuan perkawinan seperti yang di harapkan semula,
maka suami istri harus mempergauli dengan cara yang ma’ruf, yaitu saling
mencintai, berbuat baik, setia satu dengan yang lainnya serta saling tolong
menolong dengan tulus dan jujur.

Tetapi perkawinan terkadang mengalami hambatan-hambatan dan
masalah-masalah yang terjadi, apabila masalah-masalah tersebut tidak dapat
di selesaikan, maka akhirnya akan berakibat fatal pada perkawinan itu.
Sehingga Allah swt tidak memaksakan hambanya untuk tetap bertahan dalam
suatu perkawinan yang sudah kacau. Dan Allah swt menghalalkan perceraian
tetapi hanya sebagai tindakan terakhir setelah segala daya dan upaya untuk
menyelamatkan perkawinan tidak dapat terwujud. Karena talak adalah

perbuatan yang halal namun sangat di murkai oleh Allah SWT.
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Artinya: Dari ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Di
antara hal-hal yang halal yang sangat di benci oleh Allah SWT
adalah thalaq” (HR.Abu Dawud)

Hadist di atas memberikan peringatan bagi suami, jangan gampang-
gampang mengucapkan cerai sebab kalau di antara pasangan suami istri
sudah pernah ada kata-kata cerai, akan dapat menimbulkan cara curiga
mencurigai, tidak saling percaya-mempercayai dan tentunya, tentunya tidak
ada rasa ketenangan di dalam rumah tangga. Maka dari itu jauhilah kata-kata
yang bisa memancing kepada perceraian.

Di ciptakannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dengan
seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sampai sekarang di
negara Kita, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan
dan pembaharuan. Di antaranya dari perkawinan yang mudah putus dengan
perceraian, menjadi perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan
yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah berlakunya undang-undang perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya yang mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1975, maka
perceraian tidak lagi di lakukan dengan mudah dan di sembarang tempat,
melainkan di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.®

Pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, mengenai alasan-alasan

® Tim Redaksi Nuansa Auliya, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 87



perceraian terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor

1 tahun 1974 (undang-undang perkawinan) pasal 19 peraturan pemerintah

nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat,penjudi dan
lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
yang lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalakan kewajibannya sebagai suami/istri.

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;.*

Dari alasan-alasan perceraian di atas, cukup menarik perhatian untuk
mengetahui secara khusus yang terdapat dalam alasan perceraian pada huruf
(E) di atas, terutama mengenai penyakit yang mengakibatkan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Mengingat dalam undang-undang
itu sendiri maupun dalam peraturan pelaksanaanya ternyata tidak memberikan

keterangan yang jelas tentang apa yang di maksud oleh penyakit tersebut,

*Ibid, 35..



sehingga penafsiran di serahkan kepada hakim untuk menangani perkara
secara kasuistik dengan demikian memberikan kemungkina terjadinya
perbedaan penafsiran dalam memutus perkara tersebut.

Dalam praktek hukum yang ada, sakit jiwa dapat di jadikan sebagai
alasan untuk menuntut terjadinya perceraian. Hal ini tidak di sebutkan secara
limiatif dalam Undang-undang akan tetapi dalam hukum islam dapat di

jadikan alasan perceraian:
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Artinya:“Dari sa’id bin musayyab ra. la berkata: barang siapa di antara laki-
laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki
itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan,
maka sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap
(dalam perkawinannyaO dan jika ia berkehendak cerai maka ia

boleh bercerai”. (HR Malik dan syafi’i)

Hadist di atas secara prinsip memberi petunjuk bahwa bila salah
seorang dari istri atau suami mengidap suatu penyakit, lalu pasangannya tidak
menerima keadaannya tersebut sebab tidak lagi menciptakan suasana
kemesraan suami istri maka yang bersangkutan boleh bercerai.

Hal ini berarti bahwa penyakit yang di derita oleh suami atau istri
kapanpu munculnya (baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan)
dapat di jadikan alasan yang sah untuk bercerai. Karena tujuan perkawinan

dalam islam adalah menciptakan suasana ke mesraan, kasih sayang,

ketenangan dan memperoleh keturunan. Bila ternyata tujuan semacam ini



tidak tercapai karena penyakit yang di derita oleh salah satunya, maka yang
bersangkutan boleh bercerai dan boleh juga meneruskan perkawinan.

Faktor inilah yang kemudian menciptakan suatu cekcok atau dalam
istilah hukum di sebut syigaq dalam rumah tangga. Dari cekcok inilah
kemudian lahir perasaan menderita,stress,depresi dan lain sebagainya. yang
pada akhirnya akan berujung gugatan cerai.

Dalam hukum Islam ada prosedur perdamaian yang dilakukan oleh
Hakim yakni pihak ketiga yang berupaya mencari jalan keluar dalam
permasalahan rumah tangga. Hakim ini bisa dari pihak keluarga atau dari
pihak lain yang dipercaya. Kalaupun proses ini berhasil, cekcok rumah tangga
biasanya tak sampai pengadilan. Namun apabila sudah sampai pengadilan,
biasanya masalah yang di hadapi memang sudah demikian rumit sehingga
sulit untuk di carikan jalan keluarnya.

Namun ada hal yang perlu dipahami bahwa dalam hukum Islam,
Stress atau gangguan kejiwaan yang berat tidak menjadikan perkawinan
menjadi gugur. Hanya murtad yang membuat perkawinan menjadi gugur
secara otomatis. Namun stress dan depresi itu bisa menjadi alasan bagi salah
satu pihak untuk mengajukan perceraian.

Jika salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa yang berat dalam
rumah tangga yang tidak berasal dari cekcok, hal ini terjadi karena proses
ta’aruf sebelum menikah berjalan tidak baik. Oleh karena itu menjadi sebuah
kewajiban bagi seseorang yang ingin menikah untuk mengetahui terlebih

dahulu bagaimana kondisi calon pasangan yang akan di nikahinya. Seseorang



harus mengetahui terlebih dahulu kondisi lahir dan batin dari masing-masing
calon pasangan baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan agar tidak
menyesal di kemudian hari. Semisal sesorang yang akan menikahi perempuan
yang tidak memiliki rahim, maka ia harus siap menanggung resiko itu selama
perkawinan yakni harus siap tidak memiliki keturunan.
Fokus Penelitian
Rumusan masalah merupakan pokok penelitian yang menjadi pusat
perhatian. Untuk itu peneliti hendaknya dapat merumuskan permasalahan
secara jelas, kongkrit dan operasional.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa
masalah:.
1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara
perceraian dengan alasan gangguan jiwa?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan seseorang yang
mengalami gangguan jiwa?
Tujuan Penelitian.
1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam
memutuskan perkara perceraian dengan alasan gangguan jiwa?
2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap

pernikahan seseorang yang mengalami gangguan jiwa?



D. Manfaat Penelitian.

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa

manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, baik manfaat praktis maupun

teoritis.

1. Bagi masyarakat.

a.

Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi
masalah kontemporer tentang pembagian perceraian yang sesuai dengan
ketentuan Hukum Islam, yakni kepada masyarakat, tokoh masyarakat,

tokoh agama dan lembaga pemerintah yang terkait.

b. Memperoleh syiar Islam dalam kehidupan yang damai, rukun, dan

sejahtera.

2. Bagi mahasiswa.

a.

Mendewasakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta
meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan pengkajian,

perumusan dan pemecahan masalah secara paktis dan terpadu.

. Menambah pengalaman dalam penelitian karena ini merupakan langkah

awal bagi peneliti, melakukan sebuah penelitian.
Memberikan wawasan integral dan komperhensif terhadap disiplin ilmu

yang ditekuni.

3. Bagi Program Studi AS Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.

a.

Merupakan sumbangan informasi yang berharga untuk dijadikan bahan

tambahan serta sumbangan perbendaharaan informasi.

b. Sebagai pelengkap dan acuan dalam melaksanakan tugasnya.



4.Bagi pembaca.

a. Dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dan tambahan pengetahuan
bagi dirinya karena merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam
keseharian.

b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan di dunia
eksternal.

E. Difinisi Istilah.

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini dan agar
tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang telah
di maksud oleh peneliti, maka perlu di jelaskan istilah-istilah urgen yang
menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-
istilah urgen yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis
Penyelidikan dan penguraian terhadep suatu masalah untuk
mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah
yang di mulai dengan dugaan akan kebenarannya.’
2. Putusan Hakim
Sebagai pejabat negara yang di beri wewenang untuk itu, di
ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, bukan hanya

yang di ucapkan saja yang di sebut putusan, melainkan juga pernyataan

> Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya:Apollo, 1997),40.
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yang di tuangkan dalam bentuk tertulis lalu kemudian di ucapkan oleh
hakim di persidangan.®
3. Pengadilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan
keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infag, sedekah dan ekonomi syariah.’

4. Perceraian

Pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah
di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah di
tentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu perlu di pahami jiwa dari
peraturan mengenai perceraian itu serta sebab danakibat-akibat yang
mungkin timbul setelah hubungan perkawinan suami istri tersebut
terputus.®

Perceraian hanya dapat terjadi apabila di lakukan di depan hakim
pengadilan agama, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai
(talag), maupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak
talak sebab sighat taklik talak. Meskipun di dalam ajaran agama islam
perceraian telah di anggap sah apabila di ucapkan langsung oleh suami,

namun harus tetap di lakukan di depan hakim pengadilan agama.

® Taufik Makao, pokok-pokok hukum Acara Perdata ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 124.

7 Jaelan Aripin,Peradilan Agama dalam bingkai reformasi hukum di
indonesia(Jakart:Kencana,2008),230

8 http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-definisi-menurut.html
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Tujuannya adalah agar supaya melindungi segala hak dan kewajiban yang
timbul sebagai akibat dari hukum atas perceraian tersebut.
5. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola prilaku, atau psikologik
seseorang, yang secara Kklinik cukup bermakna, dan yang secara khas
berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya
(impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari
manusia. Sebagai tambahan, di simpulkan bahwa disfungsi itu adalah
disfungsi dalam segi prilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu
tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan
masyarakat.’

F. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi
skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari
sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk
menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran
secara singkat terhadap inti pembahasan yang masih bersifat global. Pada bab
ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian kepustakaan. Pada bab ini dikemukakan

tentang kajian teori yang berkaitan dengan pengertian pernikahan, dasar

° Rusdi Maslim,Diagnosis gangguan jiwa rujukan ringkas PPDGJ-11l (Jakarta: Bagian ilmu
kedokteran jiwa FK-Unika Atmajaya, Kompleks RS Atma Jaya), 7
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hukum nikah, rukun dan syarat sah pernikahan, hal-hal yang membatalkan
pernikahan.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini membahas pendekatan
dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
analisis data dan keabsahan data

Bab keempat berisi penyajian datadan analisis data. Dalam bab ini
peneliti menguraikan tentang analisis serta hasil penelitian yang telah
dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini
terdiri dari deskripsi objek penelitian dan paparan hasil penelitian.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini akan disajikan tentang
kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang
telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan

pemikiran bagi yang berkepentingan.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN.
A. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang di lakukan oleh peneliti sebelum melakukan
penelitian adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian
kepustakaan. Hal ini sangatlah penting karena untuk memastikan belum
adanya penelitian sejenis yang telah di tulis oleh para peneliti sebelumnya.
Selain itu, kajian kepustakaan ini di lakukan untuk menghindari praktek
plagiat dan pelanggaran hak atas intelektual/HaKi serta tindakan-tindakan
prostitusi keilmuan yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis
menemukan skripsi yang membahas seputar perceraian karena gangguan jiwa
, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “Intervensi pasien gangguan jiwa oleh
pekerja sosial di rumah sakit jiwa grhasia yogyakarta”. Yang di susun oleh
Endang Juliani (10250058). Jurusan ilmu kesejahteraan sosial fakultas
dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kali Jaga 2014. Penelitian ini
menjelaskan mengenai bagaimana para pekerja sosial mengintervensi
pasiennya yang mengalami gangguan jiwa.

Kedua, skripsi berjudul “Peran keluarga terhadap proses
penyembuhan gangguan jiwa (Study kasus di Yayasan Dian Atma Jaya
lawang Kabupaten Malang). Yang di susun oleh Muhammad Salahuddin

(04410102). Fakultas psikologi Jurusan Psikologi UIN Maulana

13
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IbrahimMalang tahun 2009.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran
keluarga dalam proses penyembuhan seseorang yang mengalami gangguan
jiwa.

Ke tiga, skripsi yang berjudul “intervensi pasien gangguan jiwa oleh
pekerja sosial di rumah sakit jiwa grhasiya yoyakarta” yang di susun oleh
Endang Juliani (10250058). Jurusan ilmu kesejahteraan sosial Fakultas
dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kali Jaga tahun 2014. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan bagaimana intervensi yang di lakukan oleh
pekerja sosial di RSJ Grhasiya Yogyakarta kepada para pasien dan pandangan
tenaga profesi lain terhadap pekerja sosial terhadap pasien RSJ Grhasiya.

Persamaan antara penelitian yang kami lakukan ini dengan penelitian
terdahulu yang telah di sebutkan di atas tersebut adalah sama-sama meneliti
tentang gangguan jiwa.

Perbedaannya dengan penelitian yang kami lakukan adalah penelitian
kami lebih mengarah pada pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan
perkara perceraian dengan alasan gangguan jiwa dan bagaimana Pandangan
Hukum Islam terhadap pernikahan seseorang yang mengalami gangguan
jiwa.?

B. Kajian Teori.
1. Pengertian pernikahan.
Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 diterangkan bahwa

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang



15

sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.™®
Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.'!

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-
Qur’an dan Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis
hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7
asas atau kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri perlu
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya untuk  mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.

b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus
dicatat oleh petugas yang berwenang.

c. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku

adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup

seorang isteri saja.

1%vasin Baidi Supriatna, Fatma Amilia, Figih Munakahat II...., 128.
"Tim Redaksi Nuansa Auliya, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),..76
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d. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat
melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan
secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga
tidak berpikir kepada perceraian.

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik
dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat
dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

g. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah
mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan
perkawinan.'?

Asas-asas tersebut dibuat untuk melindungi keluarga maupun
melindungi hak-hak suami maupun isteri agar tetap terjaganya keutuhan
sebuah keluarga. Asas-asas itu juga memerintahkan untuk menciptakan
sebuah keluarga yang bahagia, baik bahagia bagi suami maupun bahagia
bagi isteri serta anak-anaknya. Dengan pernikahan seseorang akan
tercipta dan terpelihara dari aspek-aspek moral maupun kesucian dengan
landasan cinta kasih.

2. Dasar hukum nikah.
Hukum nikah (Perkawinan), vyaitu hukum yang mengatur

hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut

12 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: SinarGrafika, 2006), 7-8.
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kebutuhan penyaluran biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang
berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia.
Perkawinan di lakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-
tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa
kebanyakan sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita
minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan
negatifnya dan lain sebagainya.*®

Apa yang telah di nyatakan oleh para sarjana alam tersebut adalah
sesuai dengan pernyataan Allah SWT di dalam Qs al-Dzariyat ayat 49.

O3 R38BT 255 WA ¢35 08 (e
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.

Semua makhluk ciptaan Tuhan diciptakan secara berpasang-
pasangan, namun hanya manusialah satu-satunya makhluk yang diberi
kelebihan akal agar digunakan untuk berfikir. Perkawinan salah satu
sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada
manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang
dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak
dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing siap melakukan

peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

¥HMA Thihami, Sohari,Figih Munakahat (kajian figih nikah lengka )(Jakarta: Rajawali pers,

2010).8-9.
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Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk
lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara
jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi
menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan
hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki
dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai,
dengan upacara ljab gabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-
meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau
pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.**

Perintah menikah dijelaskan dalam Firman Allah Surat Ar-Rum

ayat 21

835e AS Jaas L 1A WSS Al Ga 280 G G 4l By
O 3R o A Y Al b GFAas s
Artinya: “Dan dia antara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan di
jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu

yang berpikir.”

Selain itu Allah SWT juga telah menciptakan segala
sesuatu di bumi itu secara berpasang-pasangan, sebagaimana di dalam
firmannya di dalam Qs.Yasin Ayat 36:

O30 ¥ Uaa’ dgmail Gy (Y1 U 1S 21531 G (530 Gl

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu

“Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 6 (Bandung: Al-Ma“arif, 1980), 8.
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berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri

mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.”
Islam memperingatkan bahwa dengan perkawinan, Allah akan
memberikan kepadanya  penghidupan  yang berkecukupan,
menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang

mampu mengatasi kemiskinan. Firman Allah Q.S An-Nur: 32,
feinh 6158 15K ) i) 5 2ol (e Galllal) 5 28 Y1 1AH
Ao aud s Ay allad el

Artinya: “Dan kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan
perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka itu miskin,
maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha
tahu.”

Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan

hawa nafsunya, sebagaimana dalam Sabda Rasulullah Saw:

g 0 Bl SEaa G pm A U5 J6 106 23la g e
ehivg dl Ga 5.z Jall Graal 5 peaill (e ) 4308 o 5 e 5oLl oS
Ao leall, £ 5 ATATE 2 ally 43lad

Artinya: “Bersumber dari Algamah, dia mengatakan: “Aku pernah
berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah. Kami bertemu
dengan Utsman yang kemudian mendekati Abdullah. Setelah
berbincang-bincang sejenak akhirnya Utsman bertanya kepada
Abdullah: “Maukah kamu aku jodohkan dengan seorang
wanita yang masih muda? Barangkali ia akan dapat
mengingatkan lagi masa-masa lalumu yang indah”. Mendengar
tawaran itu Abdullah menjawab: “Apa yang kamu katakan itu,
adalah cocok dengan apa yang pernah disabdakan oleh
Rasulullah SAW kepadaku: “Wahai golongan kaum muda.
Barang siapa diantara kamu yang sudah mampu akan ongkos
buat menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena
sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan
mata dan lebih membentengi kehormatan. Dan barang siapa
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yang tiada mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena
sesungguhnya puasa itu dapat menghalangi nafsu” (HR.
Muslim).®

Di dalam hadits yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan

mengenai pentingnya menikah bagi ummatnya:

ua@mc\w\uﬁg\aj;u (6 Gy il o ol Ge
u;\j\)smu)smg@j\suﬁ\m @Amu;u;ujxm

ERAR em;\du Puujquemumﬂ,mvua@m
O 5 \m)}as\y}ﬁﬂ\e}m\u\ﬁmuj & ol I e
J& 2l a il J3L5 6128 131 5301 3 gw\d}c\u\} ¥
uesm\}&esmy@\ 4 5 Gl §1 5 1 B caal 2 A
GE Gty (b A 55 5 B g Q*A‘J)-’ﬁ‘}e}m N
L gt 5 abise sl Ldlll 5 gl e Guilh S

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: ada sekelompok orang datang ke
rumah istri-ietri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi
saw. Setelah mereka di beri tahu lalu mereka merasa bahwa amalan
mereka masih sedikit lalu mereka berkata Di mana kedudukan kita
dari Nabi saw sedangkan allah swt telah mengampuni beliau dari
dosa-dosanya yang dahulu dan yang kemudian,lalu seseorang di
antara mereka berkata adapun saya sesungguhnya saya akan solat
malam terus-menerus, yang lain berkata adapun saya akan menjauhi
wanita, saya tidak akan kawin selamanya, lalu kemudian rasulullah
saw datang kepada mereka dan bersabda: apakah tadi kalian yang
mengatakan demikian dan demikian ?. ketahuilah demi allah,
sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada allah di
antara kalian dan orang yang paling bertakwa kepada allah di antara
kalian, sedangkan aku berpuasa dan berbuka,solat dan tidur dan aku
menikahi wanita, maka barang siap yang membenci sunnahku, maka
bukanlah dari golonganku”. (HR Bukhari)

Nikah merupakan sunah Nabi Saw dan bahkan hukumnya dapat
menjadi wajib bagi seseorang yang telah dirasa mampu segalanya, baik

mampu secara fisik maupun mampu dalam hal materi, dan bagi yang

>Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim, Jilidll (Semarang: Asy- Syifa, 1993), 743.
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belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa agar
dapat mencegah nafsu terhadap perempuan yang dilihatnya.
Rukun dan syarat sah pernikahan.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan
takbirotul ihram untuk solat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau
perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan(lbadah), tetapi semua itu tidak termasuk dalam
pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat” atau menurut islam
calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

Sah, yaitu suatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan
syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat Akad, layaknya akad-akad
yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang
mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali

d. Dua orang saksi
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e. Shigat ijab kabul*®
Batalnya Pernikahan

Batal adalah rusaknya hukum yang di tetapkan terhadap suatu
amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang
telah di tetapkan oleh syarak. Itu, di larang atau di haramkan oleh agama.
Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau di haramkan
oleh agama.” Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu
perkawinan yang di langsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau
calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah)
karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai
laki-laki atau calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang
saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau
masih anak-anak, atau saudara kandung perempuan.*’

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan di sebut juga
dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh bisa terjadi
karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah,
atau karena hal-hal lainyang datang kemudian dan membatalkan

kelangsungan perkawinan.

®HMA Thihami, Sohari,Figih Munakahat (kajian figih nikah lengkap)(Jakarta: Rajawali pers,

2010), 12.
YIbid,.195
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a. Fasakh (batalnya perkawinan)karena syarat-syarat tidak terpenuhi
ketika akad nikah.

1) Setelah akad nikah ternyata di ketahui bahwa isterinya, adalah
saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami

2) Suami istri masih kecil, dan di adakannya akad nikah oleh selain
ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak
meneruskan  ikatan  perkawinannyayang  dahulu  atau
mengakhirinya. Cara seperti ini di sebut khiyar baliq.jika yang di
pilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini di sebut fasakh
baliq.

b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad

1) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama
islamdan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal
(fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

2) Jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih
tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka
akadnya batal (fasakh) lain halnya kalau istri adalah ahli kitab.
Maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya
dengan ahli kitab dari semula di pandang sah.®
Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya

karena talak. Sebab dalam talak itu ada talak Raj idan talak Ba 'in. Talak

Raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan

B1bid,. 197
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talak Ba’in mengakhirinya dengan seketika itu juga. Adapun Fasakh,
baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya
syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu
juga.
5. Sebab-sebab terjadinya batalnya pernikahan (Fasakh)
Di samping fasakh terjadi karena kedua syarat-syarat tersebut di
atas, maka ada beberapa hal yang terjadinya fasakh yaitu antara lain.
a. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
b. Karena gila
c. Karena penyakit kusta
d. Karena ada penyakit menular
e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang
menghambat maksud perkawinan
f. Karena ‘unnah,, yaitu dzakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk
jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang di maksud dengan
nikah."
6. Pengertian Perceraian
Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka

pasal 39 ayat (1): “Perceraian hanya dapet di lakukan di depan sidang

“Ibid, .198-200
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pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.?°

Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat
hidup rukun sebagai pasangan suami istri.?

Alasan-alasan yang dapat di jadikan dasar untuk perceraian
adalah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) atau penjelasannya
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah
nomor 9 tahun 1974 dan pasal 116 KHI yang berbunyi sebagai berikut;

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat
dan membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannyasebagai suami

istri.

Tim Redaksi Nuansa Auliya, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) .87

“!1bid,. 87
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f. Anatar suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertentangan
yang tidak dapat di selesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun
dalam rumah tangga.?

7. Macam-Macam Perceraian.
Di tinjau dari pelaku perceraian, Maka perceraian itu ada dua
macam Yaitu.

a. Gugat cerai oleh suami.

Yaitu perceraian yang di lakukan oleh suami kepada istri. Ini
adalah perceraian thalag. Status perceraian seperti ini tanpa harus
menunggu keputusan pengadilan karena ketika suami mengatakan
kata-kata thalaq kepada istrinya maka thalag itu sudah jatuh dan
terjadi sedangkan keputusan pengadilan agama hanyalah formalitas.

b. Gugat cerai oleh istri.

Yaitu perceraian yang di lakukan oleh istri kepada suami.
Perceraian ini di lakukan dengan cara mengajukan permintaan
perceraian kepada pengadilan agama. Dan perceraian ini tidak dapat
terjadi sebelum pengadilan agama memberikan keputusan secara
resmi.?®

8. Gangguan jiwa sebagai penyebab perceraian.
Sakit jiwa dalam Ensiklopedi hukum islam di sebut juga al-junun:
saraf yang terganggu: atau fikiran yang tidak normal yang berarti suatu

penyakit yang menutupi atau menggangu akal, sehingga akal tidak

“Ipid,. 35.
http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talak-dalam-sudut.html
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mampu menangkap suatu objek dengan benar atau di sertai oleh
kebingungan dan kekacauan pikiran. Orang yang akalnya tertutup atau
terganggu itu tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah,
atau antara yang baik dan buruk. Seseorang dapat di ketahui sebagai
orang yang gila dari gejala yang terjadi pada perbuatan atau perkataan
yang menurut kebiasaan tidak benar dan tidak normal.

Bermacam-macam pengaruh sosial,kebudayaan dan ekonomi di
tambah dengan faktor politisyang tidak menguntungkan dapat
mengakibatkan tumbuhnya berbagai masalah atau problem sosial, dan
secara langsung mempengaruhi sikap hidup kelompok-kelompok sosial
dan perorangan dan selanjutnya bisa menimbulkan berbagai konflik dan
ketegangan emosional.jika ia sering menjumpai jalan buntu,tidak bisa
memecahkan berbagai konflik dan ketegangan batin serta berbagai
kesulitan dalam hidupnya, maka ia akan terganggu ketenangan hidupnya.

Dari keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa
perceraian itu dapat terjadi apabila salah satu dari pasangan ada yang
mengalami gangguan jiwa. Pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan
menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, mengenai alasan-alasan perceraian terdapat dalam penjelasan
pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (undang-undang
perkawinan) pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan

pasal 116 KHI yang berbunyi sebagai berikut:
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. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

pemabuk,pemadat,penjudi dan lain sebagainya yang sukar di

sembuhkan.

. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tagnpa alasan yang sah

atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.

. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

mengakibatkan tidak dapat menjalakan kewajibannya sebagai

suami/istri.

. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga;.?

Dari alasan-alasan perceraian di atas, cukup menarik perhatian

untuk mengetahui secara khusus yang terdapat dalam alasan perceraian

pada huruf (E) di atas, terutama mengenai penyakit yang mengakibatkan

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suamil/istri.

Dalam praktek hukum yang ada, sakit jiwa dapat di jadikan

sebagai alasan untuk menuntut terjadinya perceraian. Hal ini tidak di

2 1pid, 35..
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sebutkan secara limiatif dalam Undang-undang akan tetapi dalam hukum
islam dapat di jadikan alasan perceraian.

Hal ini berarti bahwa penyakit yang di derita oleh suami atau istri
kapanpun munculnya (baik sebelum perkawinan maupun setelah
perkawinan) dapat di jadikan alasan yang sah untuk bercerai. Karena
tujuan perkawinan dalam islam adalah menciptakan suasana ke mesraan,
kasih sayang, ketenangan dan memperoleh keturunan. Bila ternyata
tujuan semacam ini tidak tercapai karena penyakit yang di derita oleh
salah satunya, maka yang bersangkutan boleh bercerai dan boleh juga
meneruskan perkawinan.

Demikian pula bila konflik-konflik dan ketegangan batin itu tidak
mendapat penyaluran serta penyelesaian yang baik dan berlangsung
dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan bermacam-
macam bentuk gangguan jiwa. Gangguan ini sifatnya bisa ringan akan
tetapi bisa juga serius sehingga memerlukan perawatan dalam rumah
sakit jiwa dan memerlukan pula bimbingan khusus.

Faktor penyebab sakit jiwa

Adapun faktor-faktor penyebab sakit jiwa itu ada dua macam
yaitu:

a. Kerusakan pada anggota tubuh atau fisik misalnya: otak, sentral saraf,
hilangnya kemampuan berbagai kelenjar, saraf-saraf atau anggota

fisiklainnya untuk menjalankan tugasnya
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b. Gangguan-gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai
puncaknya tanpa adanya suatu tindakan penyelesaian yang wajar.
Atau dengan kata lain hilangnya keseimbangan mental secara
menyeluruh, akibat suasana lingkungan yang sangat menekan,
ketegangan batin dan lain sebagainya
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian
1. Putusan Hakim
Putusan hakim adalah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat
negara yang di beri wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan dan
betujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa
antara para pihak. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenar-
benarnya maka pemeriksaan terhadap perkara di nyatakan selesai
kemudian di jatuhkan putusan.
Jika tidak di taati oleh para pihak maka putusan tersebut dapat di
paksakan.
2. Macam-macam putusan
a. Putusan akhir
Putusan akhir adalah suatu putusan yang mengakhiri perkara
atau sengketa dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan itu ada yang
bersifat menghukum (condemnatoir).ada yang bersifat menciptakan
(constitutif). dan ada juga yang bersifat menyatakan atau menerangkan

(declaratoir).
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Di samping putusan akhir ada juga putusan yang bukan di sebut
putusan akhir atau sering di sebut dengan putusan selaatau putusan
anatara yang fungsinya untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

Mengenai putusan sela ada bermacam-macam di antaranya
adalah:

1) Putusan Preparatoir
Putusan preparatoir adalah putusan persiapan sebagai
putusan akhir.tanpa mempunyai pengaruh atas perkara atau
Putusan akhir.
2) Putusan Insedentil
Putusan insedentil adalah suatu putusan yang berhubungan
dengan insiden. yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur
Peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan
pokok perkara, seperti misalnya seseorang yang di bolehkan ikut
kerja dalam perkara.
3) Putusan provisionil
Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan
provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar
sementara di tiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan
salah satu pihak, sebelum putusan akhir di jatuhkan.
b. Putusan Condemnatoir
Putusan  Condemnatoir adalah putusan yang Dbersifat

menghukum pihak yang di kalahkan untuk memenuhi prestasi. Di
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dalam putusan condemnatoir di akui hak penggugat atas prestasi yang
di tuntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubung dengan
ikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-undang, yang
prestasinya terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat.
. Putusan constitutif

Putusan constitutif adalah putusan yang menciptakan atau
meniadakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan,
pengangkatan wali, pemberian penganmpunan, pernyataan pailit,
pemutusan perjanjian. Putusan constitutif ini pada umumnya tidak
dapat di laksanakan dalam arti kata tersebut di atas, karena tidak dapat
menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat pelaksanaan
atau hukumannya tidak tergantung pada bantuan pihak lawan yang di
kalahkan. Pembahasan keadaan atau hubungan hukum itu sekalipun
terjadi pada saat putusan itu di ucapkan tanpa memerlukan upaya
memaksa.
. Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah suatu putusan yang isinya bersifat
menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Misalnya anak yang
menjadi sengketa adalah anak yang di lahirkan dari pernikahan yang
sah. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan

upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan
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dari pihak lawan yang di kalahkan untuk melaksanakannya, sehingga

hanya mempunyai kekuatan yang mengikat saja.”®

% Wawancara dengan Bpk Muksin. 09 Agustus 2016



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.! Salah satu
komponen penting dalam penelitian adalah mengenai metode. Dengan
menggunakan metode yang tepat, maka penelitian bisa dilakukan dengan
mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah berbentuk penelitian deskriptif,
yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara
sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan

fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode

! Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D”(Bandung: Alfabeta,
2010), 3.
? Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

34
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ini berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan kondisi, pendapat
yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau
kecenderungan yang tengah berkembang.?

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang
mempunyai Karakteristik lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial
dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara ilmiah.

Kualitatif deskriptif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan,
yaitu (1), lebih mudah apabila menghadapi kenyataan ganda. (2), menyajikan
secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden. (3), lebih peka
dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai
lapangan penelitian atau tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.
Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa,

teks dan sebagainya).*

Penelitian ini di lakukan di pengadilan Agama Jember karena

merupakan suatu lembaga peradilan yang memiliki wilayah yuridiksi yang

¥ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 3.
* Tim Revisi STAIN Jember,Pedoman Penulisan Karya Tulis llmiah, 46.
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luas. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri dari 31
kecamatan. Dengan luas wilayah 3.293,34 km. Di samping itu terbukti di
akhir tahun (2015) Pengadilan agama Jember menduduki peringkat ke 4
dalam tingkatan volume perkara tertinggi dalam perkara perceraian se-

indonesia setelah Cimahi,Indramayu,Malang dan Banyuwangi.

. Subyek Penelitian

Menurut John Creswell, istilah penelitian yang digunakan untuk
sampling kualitatif adalah Purposeful Sampling (Sampling Purposif). Dalam
purposeful Sampling, peneliti secara sengaja memilih individu dan tempat
untuk mempelajari atau memahami fenomena sentral. Standart yang
digunakan dalam memilih partisipan dan tempat adalah apakah mereka kaya

informasi. Jadi, purposeful sampling berlaku pada individu maupun tempat.’

Dalam menentukan subjek penelitian atau untuk menentukan siapa
yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka peneliti menggunakan
strategi Snowball (Sampling Bola Salju). Adapun pengertian dari strategi
sampling Snowball adalah suatu bentuk purposeful sampling yang biasanya
terjadi setelah penelitian dimulai dan ketika peneliti meminta partisipan untuk

merekomendasikan individu lain untuk diambil sebagai sampel. Peneliti dapat

5 John Creswell, Riset Pendidikan’Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,

407.
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menyampaikan permohonan ini dalam bentuk pertanyaan selama wawancara

atau selama percakapan informal dengan individu di tempat penelitian.

Sedangkan menurut Sugiono, Purposive Sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu
tentang apa yang Kkita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi

sosial yang diteliti.”

Adapun subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

1. Hakim

2. Panitera

3. Pihak yang melakukan perceraian, yaitu penggugat dan tergugat
Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah
representative.  Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan

diperolennya data yang objektif dan sangat menunjang keberhasilan

® John Creswell, Riset Pendidikan’Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,

412.

" Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.
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penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut John Creswell, observasi diartikan sebagai proses
pengumpulan informasi open ended (terbuka) tangan pertama dengan
mengobservasi/mengamati orang dan tempat di suatu lokasi penelitian.
Adapun kelebihan dari menggunakan observasi adalah peneliti mempunyai
kesempatan untuk mencatat/merekam informasi pada saat hal itu terjadi di
ranah untuk mempelajari perilaku actual dan untuk meneliti individu yang
mengalami kesulitan untuk memverbalisasi ide mereka. Mengobservasi di
suatu ranah (setting) membutuhkan keterampilan mendengarkan yang baik
dan perhatian yang seksama ke detail visual. Hal ini juga membutuhkan
pengelolaan berbagai masalah seperti potensi kebohongan oleh orang yang
diobservasi dan kekikukan awal sebagai orang luar yang pada awalnya

tidak memiliki dukungan personal di suatu ranah.®

Adapun strategi observasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah participant observer (pengamat partisipan), yang berarti peran
observasional yang diadopsi oleh peneliti ketika mereka ikut ambil bagian

dalam berbagai kegiatan dalam ranah yang mereka amati.® Dengan arti

8 John Creswell, Riset Pendidikan’Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,

422.

° John Creswell, Riset Pendidikan’Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,
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lain, dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Dengan menggunakan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh
akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari

setiap perilaku yang nampak.'°

Melalui metode observasi ini, data yang diperoleh adalah data

utama untuk mengetahui secara langsung:

a. Kondisi objek penelitian.
b. Letak geografis penelitian.

c. Permasalahan pihak penggugat dan tergugat

. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah kegiatan menanyakan berbagai pertanyaan
terbuka (open ended questions) umum kepada seorang partisipan atau lebih
dan mencatat jawaban mereka, setelah itu peneliti kemudian
mentranskripsikan dan mengetikkan datanya ke dalam fail computer untuk

dianalisis.!

Dengan arti lain, wawancara merupakan percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu

423.

10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 227.
1 John Creswell, Riset Pendidikan” Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,

4209.
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam strategi wawancara ini, peneliti menggunakan strategi
wawancara one-on-one interview (wawancara satu lawan satu). Adapun
wawancara one-on-one yaitu prose pengumpulan data dengan cara peneliti
mengajukan pertanyaan kepada seorang partisipan satu persatu dan
mencatat jawabannya. Wawancara jenis ini, merupakan strategi yang ideal
untuk mewawancarai partisipan yang tidak ragu-ragu berbicara, yang

artikulatif, dan yang dapat berbagi ide-ide dengan nyaman.

Adapun data yang diperoleh dari wawancara (interview) ini adalah

sebagai berikut:

1) Pemahaman mengenai bagaimana hakim memutus perceraian karena
gangguan jiwa.
2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perceraian karena

gangguan jiwa.

c. Dokumentasi

Salah satu sumber informasi berharga dalam penelitian kualitatif

selain observasi dan wawancara adalah dokumen. Dokumentasi merupakan

2 John Creswell, Riset Pendidikan” Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,

431.
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catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.™

Menurut John Creswell, dokumen terdiri atas catatan public dan
pribadi yang didapatkan peneliti kualitatif tentang tempat atau partisipan
dala suatu penelitian dapat termasuk surat kabar, notulen rapat, catatan
harian pribadi, dan surat. Sumber-sumber ini menyediakan informasi
berharga dalam membantu para peneliti dalam memahami fenomena
sentral dalam penelitian kualitatif. Mereka merepresentasikan dokumen
public dan pribadi. Contoh dokumen public itu diantaranya adalah notulen
rapat, memo resmi, catatan di ranah public, dan bahan arsip
diperpustakaan. Dokumen pribadi terdiri atas jurnal dan catatan harian
pribadi, surat, catatan pribadi, dan catatan yang ditulis individu untuk
dirinya. Bahan-bahan seperti komentar surel dan data situs web
mengilustrasikan dokumen public dan pribadi seperti merepresentasikan

sumber data yang semakin bertambah untuk peneliti kualitatif.'

Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah:

a. Profil Pengadilan Agama Jember.

b. Data perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 240.
4 John Creswell, Riset Pendidikan” Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif”,

441.
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5. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.*

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang
bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian
berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang
diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan
predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah

sebagai berikut®:

a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran

BSugiono, Metode Penelitian Kuantitatif KualitatifdanR&D, 240.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 247,
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yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Dengan meyajikan

data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Suatu kesimpulan dalam penelitian bukanlah merupakan suatu
karangan atau diambil dari suatu proses tertentu yaitu menarik dalam arti
memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, menarik
kesimpulan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang

diperoleh dalam penelitian.

Dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam
pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai

berikut 1':

1)  Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan

Y"Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: STAIN Press, 2013), 208
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3)

4)

5)

6)

7)
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lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan
sebagainya.

Reduksi data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut
mungkin sangat banyak sekali jumlahnya sehingga memerlukan
reduksi (pengurangan penyusunan atau penurunan dengan cara
membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan
pernyataan yang ada).

Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.

Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan data sambil membuat
koding.

Uji keabsahan data yaitu memeriksa keabsahan data, dengan cara
data yang memenuhi syarat (reliable dan valid) dipertahankan,
sementara data yang tidak diperlukan dibuang.

Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori
substansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Penarikan kesimpulan(penulisan laporan hasil penelitian).

6. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan tehnik triangulasi. Tehnik triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
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data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu.*®

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menguji keabsahan data

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperolen melalui beberapa sumber. Sebagai
contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke
guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga
sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif,
tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang
berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah
dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya

dimintakan kesepakatan (member chek) dengan tiga sumber data tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan triangulasi teknik yaitu tehnik
untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya, data yang
diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau

kuesioner. Bila dengan tiga tehnik pengujian kredibilitas data tersebut

18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330.
19 Sugiono,Metode penelitian pendidikan “pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D”,373
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menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih
lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, guna untuk
menghasilkan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar

karena sudut pandangnya berbeda-beda.?’

7. Tahap-tahap Penelitian
Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan
melalui prosedur kerja yang berurutan.Keurutannya diperlihatkan melalui
cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian
dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan,

analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan adalah segala macam persiapan yang
diperlukan sebelum penelitian terjun ke dalam kegiatan lapangan. Dalam
tahap ini penelitian melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa

proposal penelitian, mengurus perijinan, dan instrumen penelitian.

Tahap selanjutnya yaitu tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana
penelitian dengan sungguh-sunguh memahami latar belakang penelitian.
Dalam tahap ini penelitian mencari dan mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data

yang ditemukan.

20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, 373-374.
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Tahap dan penulisan laporan. Pada tahap ini penulis menganalisis data
yang diperoleh dari lapangan. Setelah data dianalisis barulah masuk pada

tahap penulisan laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran dan Sejarah Obyek Penelitian
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jember

Bermula dari sebelum dan sesudah maka kemerdekaan indonesia
sampai sekarang,sejarah singkat mengenai hesteriografi Pengadilan
Agama Jember sangatlah penting terutama sebagai fungsi satu kesatuan
realitas yang tidak dapat di pisahkan dengan realitas yang lain.

Sesuai dengan data yang kami peroleh dari pihak Pengadilan
Agama Jember, dapat di ambil kesimpulan bahwa perkembangan keadilan
Agama Jember terbagi menjadi beberapa fase, sebagai berikut: Fase
pertama, yaitu fase sebelum penjajahan.

Pada fase ini karena kabupaten jember tidak ada kerajaan islam
maka kemungkinan besar lembaga Pengadilan Agama secara resmi belum
ada, hal tersebut dapat di lihat dari tidak adanya lembaga yang secara
khusus bertugas untuk menyelesaikan persengketaan ataw masalah yang
terjadi di dalam kehidupan masyarakat islam. Akan tetapi apabila ada
suatu permasalahan atau sengketa yang menyangkut hukum dan kewarisan
islam biasanya di selesaikan oleh pemuka agama, misalnya oleh seorang
Kiyai atau para Ulama, yang dalam hal ini posisi mereka sebagai Ahlu al-
halli wa al’aqdi.

Fase ke dua yaitu fase penjajahan Belanda sampai dengan masa

penjajahan Jepang. Meskipun tidak adanya suatu penetapan yang pasti

48
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kapan berdirinya Pengadilan Agama Jember, kemungkinan besar
Pengadilan Agama Jember berdiri pada masa penjaajahan Belanda, yaitu
setelah di terbitkannya Staadsbads 1882 Nomor 152. Hal ini dapat di
temukannya bukti yaitu berupa resgister perkara pada tahun 1921 di
Pengadilan Agama Jember.

Pada masa penjajahan Jepang pemerintah membuat Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1942 yang salah satu isinya menyatakan bahwa
semua badan-badan berlaku selama tidak bertentangan dengan pemerintah
Militer yang ada. Dari keterangan tersebut, bisa di ambil kesimpulan
bahwa Pengadilan Agama Jember mulai berlaku dan kemudian berjalan
berdasarkan Staadsbads 1822 Nomor 152.

Fase yang ke tiga adalah fase kemerdekaan. Pada fase kemerdekaan
ini Pengadilan Agama Jember tetap melaksanakan tugas dan wewenang
berdasarkan Staadsbads 1822 Nomor 152. Hal ini berdasarkan pasal 11
aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang masih mengakui
berdirinya badan-badan sebelum di adakan yang baru.

Fase ke empat, yaitu fase pasca kemerdekaan, di dalam fase ini
Pengadilan Agama Jember terpolarisasi ke dalam beberapa waktu,
pertama masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, perkawinan Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang
mantap dalam lembaga peradilan khusus, selain itu permasalahan yang di
hadapi oleh pengadilan Agama Jember semakin banyak dan kempleks.

Semenjakn tahun 1975 Pengadilan Agama Jember menangani perkara
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setiap tahunnya rata-rata 3000 (tiga ribu) perkara. Ke dua adalah masa
berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama. Pengadilan Agama Jember pada fase ini sebagai Pengadilan
Agama kelas la. Cukup banyak menerima perkara-perkara berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seperti perkara sengketa waris yang
di terima Pengadilan Agama Jember rata-rata setiap tahun adalah 10
(sepuluh) perkara.

Pengadilan Agama Jember juga menyelesaikan permohonan
ekskusi putusan, semenjak berlakunya Undang-undang ini rata-rata di
jumpai 5 perkara setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1997 Pengadilan
Agama Jember telah menyelesaikan permohonan ekskusi.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jember meliputi seluruh
Kabupaten Jember, yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 240
Desa/Kelurahan. Seluruh wilayah sebagaimana tersebut, masuk pada
wilayah Pengadilan Agama Jember maka dengan demikian Pengadilan
Agama Jember tidak berhak untuk melakukan pengakuan hukum di luar
batas-batas wilayah hukum tersebut.?®

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

Struktur organisasi dan tata kerja dan tata kerja Pengadilan Agama
Jember berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tentang peradilan
Agama, dalam angka satu di sebutkan :”Susunan Peradilan Agama terdiri

dari Pimpinan Hakim Anggota,Panitera,Sekertaris, dan Juru sita” dan di

Shttp://pa-jember.qgo.id/profil/profil-pa-jember.html, Akses 01 Agustus 2016.
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dalam pasal 10 angka 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama di sebutkan bahwa “Pimpinan peradilan Agama terdiri
dari seorang ketua dan wakil ketua”.

Ketua dan wakil ketua di Pengadilan Agama Jember, pimpinan
Pengadilan Agama Jember hanya terdiri dari seorang ketua, yaitu Drs.H.A.
Imron A.R, SHMH.

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Jember sebanyak 17 (tujuh
belas) orang yang setiap harinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin,
yakni menyidangkan perkara, mengkonsep putusan dan materi berkas-
berkas yang akan di persidangkan. Untuk para hakim ini di urutkan
berdasarkan senioritasnya dengan menggunakan kode-kode yakni A untuk
ketua Pengadilan Agama. Kode B untuk wakil ketua dan kode C1, C2, C3,
C4, C5, C, C7 untuk para hakim yang lain.*

Panitera/sekertaris di Pengadilan Agama Jember di jabat oleh satu
orang dan untuk melaksanakan tugasnya di bidang perkara panitera di
bantu oleh wakil panitera yang mempunyai 3 (tiga) orang bawahan yakni
Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda
Permohonan. Sedangkan di bidang kesekretariatan di bantu oleh wakil
sekertaris. Wakil sekertaris di bantu oleh 3 (tiga) orang bawahan, yakni
Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Kepegawaiawan dan Kepala Sub

Bagian Keuangan.

%%http://pa-jember.qgo.id/profil/struktur-organisasi.htmlakses 01 Agustus 2016
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Di samping itu ada juga jabatan fungsional yang membantu
kelancaran jalannya persidangan, yakni panitera pengganti dan juru sita
panitera pengganti. Panitera pengganti di Pengadilan Agama Jember
berjumlah 12 (dua belas) orang. Sedangkan juru sita berjumlah 6 orang.*

Karena volume perkara di Pengadilan Agama Jember sangat tinggi,
maka untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di bidang administrasi,
baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan, ketua
Pengadilan Agama Jember mengangkat tenaga kerja sukarelawan
(honorarium) atas persetujuan ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Sedangkan jumlah tenaga sukarelawan di Pengadilan Agama Jember saat
ini sebanyak 31 orang.

3. Administrasi

Ada tiga hal yang harus di ketahui dalam administrasi Pengadilan
Agama Jember, antara lain: proses keluar surat masuk dan pengadaan
inventaris.

a. Proses surat masuk
Surat-surat yang masuk di Pengadilan Agama Jember di tangani
oleh bagian umum. Bagian umum tersebut berhak mengetahui isi segala
jenis surat yang masuk lalu kemudian di lanjutkan kepada yang di tuju.
Dalam hal ini secara umum ada dua jenis surat yang satu dengan yang

lainnya berbeda pemprosesannya yaitu :

31 Ahmad Muksin, Wawancara Pengadilan Agama Jember. 08 Agustus 2016
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1) Surat mengenai perkara
Surat jenis perkara yang masuk di terima oleh kaur umum
dan kemudian di serahkan kepada panitera muda hukum. Perkara
tersebut di olah dan di kaji sebelum di lanjutkan kepada wakil
panitera dengan menggunakan pola arsip dinamis. Wakil panitera
meneliti dan membantu,mengawasi pelaksanaan tugas administrasi
perkara yang antara lain mengisi buku register perkara demi
kebijakan organisasi. Dan pada pentahapan akhir berkas perkara
tersebut di serahkan kepada panitera/sekertaris (pansek).
2) Surat yang berkaitan dengan administrasi umum
Surat jenis ini yang masuk dalam Pengadilan Agama
Jember harus melalui kaur umum yang kemudian di serahkan
kepada wakil sekertaris, karena pada wakil sekertarislah terletak
tanggung jawab atas seluruh urusan pengadilan, baru setelah itu
surat tersebut di serahkan pada sekertaris untuk selanjutnya di
tujukan pada panitera sekertaris, yang memegang tanggung jawab
penuh atas keadministrasian Pengadilan Agama Jember.
b. Proses surat keluar
Untuk pemprosesan surat keluar, semuanya di konsep oleh
masing-masing Kaur (jika masalah keadministrasian) atau oleh masing-
masing panitera muda (kalau masalah perkara). Kemudian, baru di

mohonkan persetujuan panitera sekertaris.
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c. Pengadaan Inventaris dan Perlengkapan
Pengadaan inventaris dan perlengkapan seluruhnya berada pada
tanggung jawab dan wewenang kaur umum. Barang-barang tersebut
terpenuhi melalui anggaran yang telah di sediakan Daftar Isian
Kegiatan (DIK) dari Departemen Agama RI. Dalam hal keberadaan
inventaris oleh Pengadilan Agama harus di laporkan pada Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Timur baik dalam bentuk Laporan Mutasi Barang
Triwulan (LMBT) maupun dalam setiap tahunnya.*?
4. Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara
a. Meja 1 Bertugas Meliputi:
Menerimagugatan,permohonan,perlawanan,banding,kasasi,PK,e
kskusi,Membuat Surat Kuasa Membayar (SKUM) dalam rangka tiga
kepada calon penggugat atau pemohon, menyerahkan kembali surat
gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon KAS.
Pemegang kas merupakan bagian dari meja 1 yang bertugas
menerima pembayaran panjer dari calon penggugat/pemohon

sebagaimana tersebut dalam SKUM. Membukukan dalam jurnal yang

terdiri dari:

- KL.PAI/P = untuk perkara permohonan
— KL.PA.I/IG = untuk perkara gugatan

- KL.PA2 = untuk perkara banding

— KL.PA3 = untuk perkara kasasi

*http://pa-jember.go.id/pelayanan-publik/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara.html, Akses 01
Agustus 2016
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- KL.PAA4 = untuk perkara peninjauan kembali
— KL.PAS = untuk permohonan eksekusi

Melakukan pembakuan secara cermat dan teliti setiap ada
kegiatan baik pengeluaran maupun penerimaan dalam buku jurnal
maupun buku induk.

Menandatangani SKUM dan memberikan nomor yang sesuai
dengan urutan nomor perkara, mengembalikan asli serta tindakan
pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon
penggugat atau pemohon untuk di serahkan kepada meja 2.

. Meja 2 Bertugas Meliputi :

Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan dalam
rangkap sebanyak pihak-pihak di tambah dua rangkap, serta menerima
tindakan SKUM. Mendaftar gugatan, permohonan perlawanan, dalam
register yang bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat
gugatan atau permohonan tersebut. Menyerahkan kembali surat rangkap
surat gugatan, permohonan, yang telah terdiri dari nomor register
tersebut kepada calon penggugat atau pemohon. Surat gugatan atau
permohonan yang sudah lengkap tersebut di masukan dalam map lalu di
serahkan kepada ketua lewat wakil panitera untuk di tetapkan oleh
Majelis Hakim (PMH) dan seterusnya.

. Meja 3 Bertugas Meliputi :
Menyerahkan salinan putusan/Pengadilan Tinggi

Agama/MahkamahAgung kepada yang berkepentingan setelah adanya
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permohonan. Menerima banding. Kontra memori banding, memori/
kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan, peninjauan kembali,
menyusun dan menjahit serta menyiapkan berkas.
Tertib Penyusunan Berkas Perkara
Bendel A (untuk arsip Pengadilan Agama)
— Surat gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon
— Penetapan penunjukan Majelis Hakim (PMH)
— Penetapan hari sidang
— Relas-relas panggilan
— Berita acara sidang (Jawaban, Replik/Duplik phak-pihak yang di
maksuddalam kesatuan berita acara)
— Surat kuasa dari kedua belah pihak (bila di kuasakan)
— Penetapan sita jaminan (conversatior beslang atau revin dicator bila
ada)
— Surat-surat bukti penggugat
— Surat-surat tergugat
— Tanggapan bukti-bukti dari penggugat (bila ada)
— Berita acara pemeriksaan setempat (bila ada)
— Gambar situasi (bila ada)
— Surat-surat lainnya (bila ada)
Bendel B (untuk arsip Pengadilan Tinggi Agama)
— Salinan putusan Pengadilan Agama

— Akte permohonan banding
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Akte pemberitahuan memori atau kontra memori banding

Akte pemberitahuan pemberi kesempatan pihak-pihak untuk Inzage

Surat kuasa khusus (bila ada)

Tanda bukti panjer untuk biaya banding®

Pada saat di terbitkannya UU No.1 Tahun 1974 kedudukan
Pengadilan Agama semakin mantap dan perkara-perkara yang di
tangani oleh Pengadilan Agama Jember semakin melonjak pesat. Sejak
tahun 1975 Pengadilan Agama Jember setiap tahunnya rata-rata 3000
perkara bahkan pada tahun 1978 perkara yang di terima oleh Pengadilan
Agama Jember sebanyak 4.307 perkara, Tahun 1979 sebanyak 4.286
perkara, dan pada tahun 1980 sebanyak 4.595 perkara.*

Sampai berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Pengadilan Agama Jember di nyatakan sebagai Pengadilan kelas 1A
karena cukup banyaknya perkara baru. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Jember telah pula
menyelesaikan permohonan permohonan eksekusi putusan rata-rata
setiap tahunnya sebanyak 5 perkara bahkan pada tahun 1997 telah
menyelesaikan 9 permohonan eksekusi.

Mengenai wilayah hukum Pengadilan Agama Jember tetap
merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah
Kabupaten Jember dengan kekuasaan relatifnya. Dan mempunyai

kekuasaan absolute untuk menerima, memeriksa, mengadili dan

%3 Philin Shophia, wawancara 08 Agustus 2016.
% Ahmad Muksin, Wawancara Pengadilan Agama Jember. 10 Agustus 2016.
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menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama
islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wagaf dan
shodakoh yang di lakukan berdasarkan Hukum Islam.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950 dan
berkedudukan di koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor
pertama di Masjid Jamiek Baitu Amin Jember sejak tahun 1974 di
bawah kepemimpinan Drs Moch Ersyad lalu kemudian kantor
Pengadilan Agama Jember pindah di lingkungan Tegal Boto,Kelurahan
Sumbersari.Kecamatan Sumbersari Kota Jember. Dengan menempati
gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m tepatnya di JI Sumatra
Nomor 122 Jember. Namun terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan
Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di JI
Cendrawasih Nomor 27 Kelurahan Jember lor. Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember. Sejak berdirinya hingga sekarang Pengadilan

Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (ketua),

yaitu :
Tabel 4.1
Data Ketua Pengadilan Agama Jember
No Nama Pendidikan Keterangan
1 | K.iMuhammad Thohir SR .Jember 1945-1950
2 | KH.Mursyid SR.Abunten 1950-1961
Madura
3 | KH.Abdul Shiddiq PP.Tebu Ireng 1961-1966
4 | KH.Sarkawi PP.Tebu Ireng 1966-1971
5 | KH.Moch Kholil PP.Sido Giri 1071-1974
6 | Drs.Moch Ersyad Sh S1.Fak Syariah 1974-1982
S1.Fak Hukum
7 | Drs.H.Abdul Kadir Sh.Mh S1.Fak Syariah 1082-1992
S1.Fak Hukum
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8 | Drs.Salim Abdushomad Sh.Mh | S1.Fak Syariah 1992-1995
S1.Fak Hukum

9 | H.Agus Widodo Sh.Mh S1.Fak Hukum 1995-2001
S1.Fak Hukum

10 | Drs.Abu Amar,Sh.Mh S1.Fak Qodho 2001-2004
S1.Fak Hukum

11 | Drs.H.M.Ichsan Yusuf Sh.Mh | S1.Fak Hukum 2004-2006
S2.Fak Hukum

12 | Drs.H. Sudirman Sh.Mh S1.Fak Hukum 2006-2008
S2.Fak Hukum

13 | Drs.Ali Rahmat Sh.Mh S1.Fak Hukum 2008-2010
S2.Fak Hukum

14 | Drs.H.Sumasno Sh.Mh S1.Fak Hukum 2010-2013
S2.Fak Hukum

15 | Drs.llham Abdullah Sh.Mh S1.Fak Hukum 2013-2016
S2.Fak Hukum

16 | Drs.H Ahmad Imron Sh.Mh S1.Fak Hukum 2016-sampai
S2.Fak Hukum sekarang

Sumber Data : Dokumen Kantor Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 dan
observasi langsung®

5.

Letak geografis

Pengadilan Agama Jember terletak di JI Cendrawasih Nomor 27
Kelurahan Jember lor. Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kabupaten
Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda jawa timur dengan letak
geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi jawa timur.
Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di
sebelah utara. Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten
Banyuwangi di sebelah timur, dengan Samudra Indonesia di sebelah
selatan. Sedangkan posisi koordinatnya adalah 7° 59° 6” sampai 8° 33’ 56”
Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33 Bujur Timur. Kabupaten
Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km2. Secara administratif wilayah

Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, yaitu:

%*http://pa-jember.qgo.id/profil/struktur-organisasi.html, Akses 01 Agustus 2016.



http://pa-jember.go.id/profil/struktur-organisasi.html

Tabel 4.2

Data Kecamatan di Kabupaten Jember

Kecamatan Kaliwates

17. KecamatanSukorambi

Kecamatan Sumbersari

18. Kecamatan Ajung

Kecamatan Patrang

19. Kecamatan Jenggawah

Kecamatan Arjasa

20. Kecamatan Tanggul

KecamatanJelbuk

21. Kecamatan Semboro

Kecamatan Pakusari

22. Kecamatan Sumberbaru

KecamatanSukowono

23. Kecamatan Bangsalsari

Kecamatan Kalisat

24. Kecamatan Kencong

O PN k~w N

Kecamatan Ledokombo

25. Kecamatan Jombang

=Y
o

. Kecamatan Sumberjambe

26. Kecamatan Umbulsari

=
[EEY

. Kecamatan Mayang

27. Kecamatan Gumukmas

—
N

. Kecamatan Silo

28. Kecamatan Puger

—
w

. Kecamatan Mumbulsari

29. Kecamatan Balung

—
N

. Kecamatan Tempurejo

30. Kecamatan Wuluhan

—
o1

. Kecamatan Rambipuji

31. Kecamatan Ambulu

16.

Kecamatan Panti

60

Sumber Data : Dokumen Kantor Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember Tahun 2016
dan observasi langsung®®

% |bid, Akses 01 Agustus 2016.
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6. Struktur Organisasi dan nama Personalia Pejabat/Pegawai
Pengadilan Agama Jember

Gambar. 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JEMBER
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Il bahwa

Pengadilan adalah sebuah organisasi yang di dalamnya meliputi susunan

atau struktur organisasi, jenjang atau hirarki

instansial, pimpinan,

kepanitraan/kesekretariatan, pejabat fungsional dan pejabat struktural dan

tenaga administrasi. Seperti halnya Pengadilan Agama Jember sebagai

organisasi, ia memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
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Pengadilan Agama Jember memiliki 18 Hakim yang termasuk

ketua dan para Hakim muda. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di

bawah ini.
Tabel 4.3
Data HakimPengadilan Agama Jember
NO | NAMA KETERANGAN
1 Drs H.Ahmad Imron Sh.Mh Ketua
2 Drs.H Ahmad Ma’mun Mh Hakim Utama Muda
3 Drs Mch Yasin Sh Hakim Madya Utama
4 Drs Hudaibi Hakim Madya Muda
5 Drs Kamaruddin Hakim Madya Utama
6 Drs Anwar Sh Hakim Madya Muda
7 Drs H.Ahmad Muksin Sh.Mh Hakim Madya Utama
8 Drs Fuad Amin Msi Hakim Madya Muda
9 Drs Siddiki Mh Hakim Madya Muda
10 | H Ali Suwandi Sh Hakim Utama Muda
11 | Drs Moh Jaenuri Sh.Mh Hakim Madya Muda
12 | Drs H.Karmin Mh Hakim Madya Muda
13 | Drs Suyadi Mh Hakim Madya Muda
14 | Drs H Moh Zaenuri Mh Hakim Madya Utama
15 | Drs H Moh Idris Abdir Sh.Mh Hakim Madya Utama
16 | Drs H Nuril Ikhsan Hakim Madya Utama
17 | Drs Rizkiyah Hasanah S.Ag.M.Hum | Hakim Madya Pratama
18 | Hj Dwi Wahyu Susilawati Sh Hakim Madya Muda

Sumber Data : Dokumen Kantor Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember Tahun 2016
dan observasi langsung®’

Adapun pejabat struktural

Pengadilan Agama Jember yang

memiliki 18 (delapan belas) orang ini dapat di lihat langsung pada tabel

berikut.

Tabel 4.4

Data Pejabat StrukturalPengadilan Agama Jember

NAMA

KETERANGAN

M Agus Syamsul Arif. SH

Sekertaris

Kholid Darmawan SH

Wakil Panitera

w|N|=|=

Dian Bahtiar SH

Kasubag Kepegawaian & Ortala

$"http://pa-jember.qgo.id/profil/struktur-organisasi.html, Akses 03 Agustus 2016.
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4 Erlinawati SH Kasubag Perencanaan, Tl & Pelaporan
5 Faisol Hasbi SE .SH Kasubag Umum & Keuangan

6 Tamadji Sag Panitera Muda Hukum

7 Hamid Salama Shi. Mhi Panitera Muda Permohonan

8 | As’ary SH Paniter Muda Gugatan

Sumber Data: Dokumen Kantor kesekretariatan Peradilan Agama Jember Tahun 2016 dan
observasi langsung

Panitera pengganti Peradilan Agama Jember memiliki 8 (delapan)

orang.hal ini dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Data Panitera PenggantiPengadilan Agama Jember
NO NAMA KETERANGAN
1 Phillin Sohhia SH Panitera Pengganti
2 Dra Sufiyani Panitera Pengganti
3 H.Mat Halil SH,Mh Panitera Pengganti
4 Nurul Hidayat SH Panitera Pengganti
5 Riza Amalia Sei Panitera Pengganti
6 Abd Rachman SH Panitera Pengganti
7 M.Nurhasani SH Panitera Pengganti
8 Hana Nurul Khoironi SH Panitera Pengganti

Sumber Data: Dokumen Kantor kesekretariatan Peradilan Agama Jember Tahun 2016

dan observasi langsung®®

Adapun juru sita pengganti Pengadilan Agama Jember memiliki 4

(empat) orang, hal ini dapat di lihat di tabel.

Tabel 4.6

Data Jurusita PenggantiPengganti Agama Jember

NO

NAMA

KETERANGAN

1 Ahmad Nuruzzaman SE

Jurusita Pengganti

2 Chamim Thohari

Jurusita Pengganti

3 Makmun Sholihin

Jurusita Pengganti

4 Moch Fig Azmi

JurusitaPengganti

Sumber Data: Dokumen Kantor kesekretariatan Peradilan Agama Jember Tahun 2016

dan observasi langsung®

% |bid, Akses 03 Agustus 2016.
% |bid, Akses 03 Agustus 2016.
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Menurut M Agus syamsul Arif SH, selaku sekertaris di Pengadilan
Agama Jember, dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut di Pengadilan
Agama Jember merasa kualahan dalam melaksanakan pelayanan terhadap
masyarakat Kabupaten Jember. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan
tersebut Pengadilan Agama Jember mengangkat tenaga honor atau sukwan

sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang di perbantukan ke beberapa

bagian.
Tabel 4.7
Data SukwanPengadilan Agama Jember
NO NAMA KETERANGAN
1 | Dwi Dedi Krisnadi Staf Panitera Muda Hukum
2 | M Taufik Ridho Staf Panitera Muda Permohonan
3 | Abdullah Staf Kasubag Perencanaan
4 | Maya Masita Staf Panitera Muda Hukum
5 | Soehartomo Edo Staf Panitera Muda Hukum
6 | Khotib Asadullah Staf Panitera Gugatan
7 | Billyardo zahar Ma’ruf | Staf Panitera Gugatan
8 | Anisa Amaliya Staf Panitera Muda Permohonan
9 | Lailatus Syarifah Staf Panitera Muda Permohonan
11 | Sudartiningsih Staf Panitera Muda Permohonan
12 | Ahmad Mujahid Staf Kasubag Perencanaan
13 | Briyan Rizki Staf Panitera Muda Hukum
14 | Nani Purwasih Staf Panitera Muda Hukum
15 | Yulistina Wijayanti Staf Panitera Muda Hukum
16 | lwan Agus Wicaksono | Staf Panitera Muda Hukum
17 | Farah Zakiyah Staf Panitera Muda Gugatan
18 | Afan Maulana Staf Kasubag Kepegawaian
19 | Suci Asmarawani Staf Panitera Muda Gugatan
20 | Nur Fuad Al Hakim Staf Kasubag Umum
22 | Eko Priambudi Staf Kasubag Perencanaan
23 | Muchtar Staf Kasubag Kepegawaian
24 | Hendri Novan Kartika | Staf Panitera Muda Gugatan
25 | Warikul Jannah Staf Panitera Muda Gugatan

Sumber Data: Dokumen Kantor kesekretariatan Peradilan Agama Jember Tahun 2016
dan observasi langsung®

“Ohttp://pa-jember.go.id/profil/struktur-organisasi.html, Akses 09 Agustus 2016
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7. Kegiatan Kerja Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember menggunakan sistem 5(lima) hari kerja
di dalam satu minggu, yaitu mulai hari senin sampai dengan hari jumat
sedangkan untuk hari sabtu dan minggu libur. Untuk kegiatan kerja di
mulai tepat pada jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB. Untuk itu
bagi masyarakat yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Jember
bisa datang pada jam kerja tersebut kecuali pada hari-hari besar atau libur
nasional dan tanggal merah. Namun bagi pegawai biasanya bekerja lebih
dari jam yang telah di tentukan guna untuk untuk menyelesaikan tugas-
tugasnya.*!

Pada penelitian ini sifatnya penelitian berkas, maka tidak mungkin
semua berkas yang berkaitan dengan perceraian karena gangguan jiwa
dapat di teliti, sebab menurut Bapak Drs Ahmad Muksin tidak mungkin
pihak Pengadilan Agama Jember memberikan semua berkas-berkas
putusan perceraian yang berkaitan dengan gangguan jiwa karena sulitnya
mencari berkas-berkas tersebut dan pihak Pengadilan Agama Jember
sangan menjaga kerahasiaan perkara-perkara yang telah di putuskan. Oleh
karena itulah dalam kesempatan ini peneliti hanya mendapatkan dua

berkas putusan perceraian yang di sebabkan gangguan jiwa.

“http://pa-jember.go.id/pelayanan-publik/pengaduan/mekanisme-pengaduan.html, Akses 09

Agustus 2016
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B. Penyajian Data dan Analisis
1. Persepktif Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gangguan Jiwa

(Kajian Teori Perspektif Hakim) Dalam praktek hukum yang
ada, sakit jiwa dapat di jadikan sebagai alasan untuk menuntut terjadinya
perceraian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim sebagai berikut.

Menurut Bapak Ahmad Muksin sakit jiwa bisa di sebabkan oleh
berbagai macam faktor antara lain, faktor sosial, faktor ekonomi,
faktor politik. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan
timbulnya berbagai masalah, dan secara langsung dapat
mempengaruhi sikap hidup dan wuntuk ke depannya bisa
menimbulkan berbagai konflik dan ketegangan emosional. Dan
apabila ia sering menjumpai jalan yang buntu dan tidak bisa
memecahkan berbagai konflik dan ketegangan batin serta berbagai
macam kesulitan dalam hidupnya, maka ia akan terganggu
kesehatan jiwanya.*?

Penelitian ini sifatnya penelitian berkas, maka tidak mungkin
semua berkas yang berkaitan dengan perceraian karena gangguan jiwa
dapat di teliti, sebab menurut Bapak Ahmad Muksin tidak mungkin pihak
Pengadilan Agama Jember memberikan semua berkas-berkas putusan
perceraian yang berkaitan dengan gangguan jiwa karena sulitnya mencari
berkas-berkas tersebut dan pihak Pengadilan Agama Jember sangan
menjaga kerahasiaan perkara-perkara yang telah di putuskan. Oleh karena
itulah dalam kesempatan ini peneliti hanya mendapatkan dua berkas
putusan perceraian yang di sebabkan gangguan jiwa*?

Dari uraian kasus tersebut, maka akan di sajikan kembali data yang

telah di sesuaikan dengan perumusan masalah berikut dengan analisisnya.

*2Ahmad Muksin, Wawancara Pengadilan Agama Jember. 10 Agustus 2016.
*% Ibid. 10 Agustus 2016.
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a. Gangguan jiwa bisa di jadikan alasan perceraian di Pengadilan
Agama Jember.Sesuai dengan putusan Nomor:
5034/Pdt.G/2015/PA.Jr dan Putusan Nomor
5779/Pdt.G/2015/PAJr. yang mengadili perkara perceraian
karena gangguan jiwa. Menurut Bapak Drs H.Ahmad Muksin
Sh.Mh sakit jiwa bisa di jadikan alasan perceraian atau terbukti
dengan adanya gugatan yang di karenakan istri atau suami yang
menderita gangguan jiwa.

Gangguan jiwa dapat di terima dan di jadikan alasan
perceraian oleh Pengadilan Agama Jember sebagai alasan
perceraian sebab karena demikian suami tidak mungkin bisa
memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya, maka
dengan ketentuan tersebut bahwa dapat di buktikan dengan
secara formal dari pengakuan istri maupun dari bukti-bukti
seperti keterangan-keterangan dan saksi-saksi yang di ambil
terlebih dahulu sumpahnya.

b. Akibat hukum dari perceraian dengan alasan gangguan jiwa di
Pengadilan Agama Jember tahun 2015.

1) Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa
akibat dari perceraian tersebut menjadi putusnya perkawinan,
persetubuhan menjadi tidak boleh lagi akan tetapi mereka di
perbolehkan untuk rujuk lagi dengan akad yang baru,

menurut pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974. Pengadilan
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dapat mewajibkan bagi bekas suami untuk memberi biaya
kehidupan kepada istri yang berdasar kepada hukum masing-
masing agama dan kepercayan masing-masing pihak.

2) Menurut pasal 35, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
harta benda dalam perkawinan ada yang di sebut dengan
harta bersama vyaitu harta benda yang di dapat bersama
selama perkawinan berlangsung. Di samping itu ada juga
yang di sebut dengan harta bawaan dari masing-masing pihak
baik itu dari pihak suami atau istri sebagai hadiah atau
warisan sepanjang para pihak tidak membuat ketentuan lain.
Oleh karena itu pasal 36 menentukan bahwa untuk harta
bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan
masing-masing pihak dan menentukan sendiri bagiannya
masing-masing. Sedangkana mengenai harta bawaan dan
harta yang di peroleh sebagai hadiah atau warisan pihak
suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

3) Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2), baik itu dari pihak ibu dan
bapak mempunyai kewajiban untuk memelihara dan
mendidik ~ anak-anaknya, = semata-mata  berdasarkan
kepentingan dan kebaikan anak, di mana bapak yang
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan,

pendidikan dan penghidupan yang di perlukan oleh anak-
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anak tersebut. Akan tetapi apabila bapaknya tidak dapat
memenuhi  kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat
memberi keputusan tentang siapa di antara kedua antara
bapak dan ibuk yang dapat memelihara, mendidik dan
mencukupi anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan
antara keduanya maka keputusan Pengadilan dalam hal ini
tentu juga berdasarkan pada kepentingan dan kebaikan anak
yang di sesuaikan dengan hukum.

Seperti halnya penyelesaian perkara yang lain, proses penyelesaian
perceraian gangguan jiwa juga menjadi wewenang Pengadilan Agama
Jember harus melalui proses administrasi yang harus di lalui di antaranya
adalah pendaftaran perkara, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara lalu
kemudian melaksanakan hasil putusan perkara.

Pendaftaran perkara perceraian karena gangguan jiwa di awali
dengan pembuatan surat gugatan. Surat gugatan tersebut harus di lengkapi
dengan posita dan petitum merupakan salah satu syarat dan tujuan gugatan
itu sendiri. Sebab Pengadilan Agama Jember tidak akan mengadili apa
yang tidak tercantum di dalam surat gugatan, oleh karena itu bagi
masyarakat yang tidak dapat membuat surat gugatan tersebut di sediakan
bantuan pembuatan surat gugatan oleh Pengadilan Agama Jember dan
yang mengajukan secara lisan peristiwa hukumnya (posita) dan apa-apa
yang di harapkan atau di inginkan (petitum) dan mengganti uang sebesar

Rp.30.000.
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Di dalam hukum islam penyelesaian perceraian bisa di lakukan
dengan dengan fasakh atau shigaq akan tetapi di dalam Pengadilan Agama
Jember cara penyelesaian perkara perceraian ada dua cara yaitu : Cerai
talag dan Cerai gugat.

Setelah melalui tahapan pendaftaran dan penerimaan perkara, maka
selanjutnya akan masuk pada tahapan penyelesaian perkara, hal ini di
lakukan setelah berkas perkara tersebut sudah di tentukan oleh Majelis
Hakim. Lalu Majelis Hakim akan menentukan tentang hari pelaksanaan
sidangnya tersebut.

Proses penyelesaian merupakan segmen pemeriksaan perkara,
pemeriksaan perkara perceraian seperti halnya penyelesaian perkara yang
lain harus melalui tahapan-tahapan persidangan yang meliputi:

a. Pembacaan gugatan
b. Jawaban gugatan
c. Replik
d. Duplik
e. Pembuktian
f. Kesimpulan
g. Putusan Hakim
Menurut Bapak Drs H. Ahmad Muksin Sh.Mh pada setiap
persidangan baik yang berkaitan dengan perceraian atau tidak,

Majelis Hakim selalu mengupayakan damai kepada kedua belah

pihak yang bersengketa bahkan dalam setiap kali sidang proses

perdamaian harus di lakukan melalui mediasi, karena sesuai
dengan hukum beracara dan harus di praktekkan. Agar perceraian

itu tidak terjadi dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan
hukum, baik hukum islam maupun hukum materiilnya beserta
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akibat-akibat hukumnya baik kepada penggugat ataupun tergugat

serta hal-hal yang berkaitan dengan keduanya baik itu masalah

anak maupun masalah yang berkaitan dengan harta bersama.**

Upaya untuk damai itu di lakukan setiap kali sidang, karena proses

perkara sidang perceraian tersebut tidak akan langsung di putuskan

oleh hakim atau tidak putus pada sidang pertama dan akan
berlanjut pada sidang-sidang berikutnya.

Sebagaimana di ketahui dalam sampel putusan perceraian dengan
alasan gangguan jiwa ini bila perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya
para Hakim akan menyatakan sidang di nyatakan tertutup untuk umum,
Pasal 145 KHI dan lalu kemudian di lanjutkan pada tahapan pembacaan
gugatan.

Dalam pembacaan gugatan ini, gugatan di bacakan oleh penggugat
atau di wakilkan kepada kuasa hukum yang telah di tunjuk atau di
wakilkan kepada panitera sidang. Di dalam isi gugatan di perbolehkan
untuk melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan dengan syarattidak
mengubah isi pokok gugatan namun apabila tidak perlu maka isi gugatan
tetap pada keadaan semula dengan ketentuan gugatan harus jelas dan
tegas.

Setelah tahapan pembacaan gugatan lalu di lanjutkan pada jawaban
pihak tergugat, jawaban gugatan bisa di sampaikan secara tertulis ataupun
secara lisan oleh pihak tergugat atau kuasa hukumnya yang telah di tunjuk.

Namun apabila pihak pihak tergugat belum siap menjawab maka sidang

* Ahmad Muksin, Wawancara Pengadilan Agama Jember. 10 Agustus 2016.
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bisa di tunda pada saat pihak tergugat siap menjawab gugatan pihak
penggugat, dan apabila pihak tergugat siap pada saat itu juga maka
jawaban bisa langsung di ucapkan pada saat itu juga.

Di dalam sampel putusan perceraian karena gangguan jiwa ini
pihak tergugat tidak dapat hadir di dalam persidangan karena menderita
gangguan jiwa. Lalu Majelis Hakim memerintahkan juru sita untuk
memanggil wakil dari pihak tergugat namun apabila tidak hadir juga
meskipun di panggil di lakukan secara patut dan ternyata ketidak hadiran
wali tergugat bukan karena adanya suatu halangan yang sah, maka
pemeriksaan perkara ini akan tetap di lanjutkan meskipun tanpa hadirnya
pihak tergugat. Namun orang yang menderita gangguan jiwa pada tahapan
jawaban gugatan atau tahapan persidangan supaya di wakilkan oleh
keluarga tergugat seperti yang telah di jelaskan di dalam HIR pasal 229.

Pada tahapan selanjutnya adalah sanggahan, yaitu memberikan
alasan atau mempertahankan isi gugatan oleh pihak penggugat (replik) dan
di akui oleh sanggahan atau membenarkan apa yang telah di tuduh oleh
pihak penggugat (duplik). Untuk menguatkan isi gugatan atau isi jawaban
gugatan para hakim menyuruh para pihak untuk mendatangkan bukti-bukti
yaitu termasuk para saksi dan surat-surat yang memberikan penguatan
pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Pada acara pembuktian perkara ini, penggugat harus siap hadir dan

menghadapkan saksi-saksi serta bukti-bukti namun sebelum saksi di
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dengar keterangnnya pihak penggugat mengajukan surat bukti berupa
kutipan akta nikah yang di keluarkan oleh pihak Kepala KUA.

Bahwa saksi-saksi tersebut di bawah sumpah di muka persidangan
untuk supaya memberikan keterangan dan jawaban-jawaban yang di
tanyakan oleh Majelis Hakim. Dan pihak penggugat menyatakan tidak
keberatan serta menerima atas alat bukti keterangan-keterangan saksi-saksi
tersebut. Dalam rangka pembuktian terhadap pihak tergugat yang
menderita gangguan jiwa tersebut ada baiknya pihak penggugat juga
melampirkan surat keterangan dari dokter, sehingga dapat di ketahui
seberapa parah sakit yang di derita tersebut secara pasti bukan hanya dari
keterangan dari saksi-saksi saja, namun pada perkara Nomor
5034/Pdt.G/2015/PA.Jr dan putusan Putusan Nomor
5779/Pdt.G/2015/PA.Jr. tidak ada alat bukti yang berupa surat keterangan
dokter.

Pada tahap selanjutnya adalah kesimpulan, maka para hakim
memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan konklusi
sesuai dengan pendapat masing-masing. Fungsi dari kesimpulan ini adalah
sebagai pertimbanganMajelis Hakim untuk melihat apakah pihak
penggugat tetap memegang gugatannya atau di cabut gugatannya tersebut

Dengan selesainya pemeriksaan dalam persidangan, maka Majelis
Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil langkah pemutusan, dan

keputusan itu adalah:
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a. Menyatakan bahwa pihak tergugat telah di panggil dengan patut untuk
datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir.

b. Mengabulkan gugatan pihak penggugat dengan penggugat.

¢. Menjatuhkan thalaq satu ba’in dari tergugat terhadap penggugat.

d. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Dari berbagai pengumpulan data di atas, maka peneliti dapat
simpulkan bahwa dengan selesainya pembacaan putusan hakim maka
selesailah proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan gangguan
jiwa ini, lalu kemudian tinggal pelaksanaan putusan tersebut untuk para
pihak yang terkait. Tentang pelaksanaan putusan gugatan tersebut yang
datangnya dari pihak istri sebagai penggugat maka pelaksanaannya
terhitung setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, yaitu setelah
14 hari putusan tersebut di tetapkan oleh Pengadilan Agama Jember. Di
bacakan oleh pihak-pihak yang hadir semua, namun apabila ada salah satu
pihak yang tidak hadir ketetapan hukum tersebut tetap setelah putusan
tersebut di sampaikan bagi pihak yang tidak hadir.

Namun apabila gugatan tersebut datangnya dari pihak suami maka
pelaksanaan putusan tersebut setelah pembacaan ikrar thalaq suami kepada
istri di hadapan para Majelis Hakim dan sidang Pengadilan Agama

Jember.
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2. Pandangan hukum islam terhadap perceraian karena gangguan jiwa.

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup
yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh alam dan
ummat muslim khususnya. Manusia di turunkan bersama dengan peraturan
hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ke tidak seimbangan serta
berbeda dengan makhluk yang lain.

Benturan dan ketidak seimbangan itu ada ketika manusia mulai
mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya. Islam memiliki
peraturan yang menyeluruh tentang kehidupan dan mengatur seluruh aspek
kehidupan tidak terkecuali masalah pernikahan, islam mengaturnya dalam
sistem pergaulan. Pernikahan merupakan penggabungan antara akad laki-
laki dan wali perempuan yang karenanya hubungannya menjadi sah dan
halal. Wajib menikah hukumnya jika seorang takut terjerumus ke dalam
pelanggaran dosa dan menjaga kesuciannya. Sunnah menikah jika
seseorang memiliki kesempatan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah
SWT. Cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan suatu ujian dari
Allah SWT vyang harus di hadapi dengan kematangan sikap dan
kematangan berpikir. ldealnya harus di hadapi dengan hati dan pikiran
yang terbuka, selalu berprasangka positif, serta adanya komunikasi yang
baik. Semuanya menjadi kunci utama dalam sebuah kebahagiaan.

Ketika islam yang menyatukan, maka islam pula yang memisahkan
ketika jalan perpisahan menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan

permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Keputusan yang menjadi
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pilihan untuk tetap menjaga akidah dan keterikatannya dengan hukum

syara. Islam telah mengatur tentang thalak, yaitu:

a. Wajib, jika perselisihan harus mendatangkan dua hakim akibat rumah
tangga yang mendatangkan keburukan, perselisihan, pertengkaran,
bahkan menjerumuskan ke duanya kepada kemaksiatan.

b. Sunnah, jika salah satu mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah di
wajibkan kepadanya.

c. Mubah, jika salah satu mencerminkan akhlak yang tidak baik,
pergaulan yang buruk, dan menjauhkan diri dari tujuan pernikahan.

d. Makruh, jika jika dengan cara seperti ini akan mendatangkan kebaikan
yang memang di sunnahkan.

e. Mahzhur (terlarang), jika kondisi istri dalam keadaan haid, nifas dan
tiga kalimat thalak dalam satu waktu.*

Dengan demikian, menjadi perkara yang harus di hindari meskipun
di bolehkan dalam islam, tetap saja yang namanya thalak adalah perkara
yang tidak di sukai oleh Allah SWT.

Suatu perkawinan tentunya di bangun dengan harapan untuk
mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat.
Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya
berjalan dengan sesuai dengan apa yang di harapkan. Banyak perkawinan
yang berakhir di tengah jalan, berakhirnya perkawinan biasanyadi sebut

juga dengan putusnya perkawinan.

“https://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/01/24/perceraian-dalam-pandangan-islam/Akses 01
Agustus 2016.
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Perceraian itu sendiri merupakan hal yang di bolehkan namun di
benci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang di sebabkan oleh
perceraian biasanya di sebabkan oleh Thalak atau berdasarkan gugatan
cerai.

Arti Thalak itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan
perjanjian. Secara umum Thalak di artikan sebagai perceraian baik yang di
jatuhkan oleh suami, yang di tetapkan oleh hakim, maupun perceraian
yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami
atau istri. Sedangkan secara khusus, Thalak di artikan sebagai perceraian
yang di jatuhkan oleh suami.

Putusnya perkawinan atau perceraian adalah berakhirnya hubungan
suami istri. Putusnya perkawinan ini ada beberapa bentuk dan tergantung
dari segi siapa yang sebenarnya berkehendak untuk putusnya perkawinan
tersebut, dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

a. Putusnya perkawinan atas kehendak allah SWT vyaitu dengan
meninggalnya salah seorang dari suami istri. Dengan adanya kematian
maka hubungan perkawinan tersebut juga terputus dengan sendirinya.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu yang
kehendak tersebut di nyatakan dalam bentuk ucapan tertentu. Perceraian
dalam hal ini di sebut thalag.

c. Putusnya perkawinan karena kehendak si istri karena si istri melihat
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut. Putusnya

perkawinan dengan cara ini di sebut khulu.
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d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ke tiga setelah
melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan adanya
ke tidak pantasan hubungan perkawinan tersebut di lanjutkan. Putusnya
perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh.*®

Batal adalah rusaknya hukum yang telah di tetapkan terhadap suatu
amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah
di tetapkan oleh syarak. Itu di larang atau di haramkan oleh agama. Jadi,
secara umum, bataknya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau di haramkan
oleh agama®. Contoh, perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan
yang di langsungkan tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau calon
mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena
tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki
atau perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau
perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau
saudara kandung perempuan.*’

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan di sebut juga
dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh bisa terjadi karena
tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau
karena hal-hal lainyang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan

perkawinan.

*¢ Busriyanti.Figih Munakahat (Stain Jmenber Press), 130-131
*"HMA Thihami, Sohari,Figih Munakahat (kajian figih nikah lengkap)(Jakarta: Rajawali pers,
2010),195.
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a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat tidak terpenuhi

ketika akad nikah.

1)

2)

Setelah akad nikah ternyata di ketahui bahwa isterinya, adalah
saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.

Suami istri masih kecil, dan di adakannya akad nikah oleh selain
ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak
meneruskan  ikatan  perkawinannya yang dahulu  atau
mengakhirinya. Cara seperti ini di sebut khiyar balig.jika yang di
pilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini di sebut fasakh

baliq.

b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.

1)

2)

Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama
islamdan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal
(fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

Jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap
dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya
batal (fasakh) lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka
akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan
ahli kitab dari semula di pandang sah.*

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya

karena talak. Sebab dalam talak itu ada talak Raj’i dan talak Ba'in.

Talak Rgj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika,

“B1bid,. 197.
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sedangkan talak Ba’in mengakhirinya dengan seketika itu juga. Adapun
Fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena
adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan
seketika itu juga.

Di samping fasakh terjadi karena kedua syarat-syarat tersebut di
atas, maka ada beberapa hal yang terjadinya fasakh yaitu antara lain.
1) Karena ada balak (penyakit belang kulit).

Dalam hal ini sesuai dengan hadits yang di sabdakan oleh

nabi Muhammad SAW.

85 45 o e s U fle o 6slal ¢35

a8 5 Einall e sl T Ll Ga& el (ainall e
(sheatsaea ol ) Ltaliilaesily o5 i e

Artinya: “Dari Ka’ab bin zaid r.a bahwasanya Rasulullah saw
pernah menikahi seorang perempuan bani Gifa,tatkala
bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah
meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan,
terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu ia berpaling
dan pergi dari pelaminan itu seraya berkata: Ambillah
kainmu,tutuplah badanmu,dan beliyau tidak menyuruh
mengambil kembali barang yang telah di berikan kepada
perempuan itu”. (HR.Ahmad dan Baihaqi)

2) Karenagila.
3) Karena penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal ini,Umar r.a berkata:
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Artinya:“Dari umar ia berkata, bilamana seorang laki-laki menikahi
seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat
tanda-tanda gila atau penyakit kusta,lalu di setubuhinya
perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya
dengan penuh,dengan demikian suami berhak menagih
kepada walinya”. (HR Malik dan Syafi’i)

Karena ada penyakit menular.

(JSLASA\_SJ) L_\SJQJC«W\}A‘)SJ&W\A“: :'LIQJU:J

Artinya:“Dari sa’id bin Musayyab r.a ia berkata, barang siapa di
antara laki-laki yang menikah dengan seorang
perempuan dan pada laki-laki itu terdapat tanda-tanda

gila atau tanda-tanda yang  membahayakan,
sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia

tetap dan jika berkehendak cerai maka ia boleh cerai”.
(HR.Malik)

Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang

menghambat maksud perkawinan.

A4 jmm )Jum )sL@_d;asa\ JA\;LJ; Jt.u\ duﬁ_.*@m.a ).\Lus:
(JJ—\A.LA.LIM\JJ) L@AJ&.\M\M)@.AS\L@J&\:@_LWQJM

Artinya: “Dari ali r.a berkata: laki-laki mana saja yang menikahi
seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dan
telah mendapati wanita itu berpenyakit balak, maka
wanita itu berhak mendapatkan maharnya karena ia telah
di gauli, bagi si suami berhak menuntut kepada orang
yang telah menipunya dan jika si suami mendapati
istrinya mendapat qoro (daging yang menyumbat
kemaluan) suami boleh memilih jika ia telah menggauli
istrinya itu, istri berhak mendapat maharnya atas
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penghalalan kemaluan istrinya itu”. (HR.Said bin
Mansur)

6) Karena ‘unnah,, yaitu dzakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk
jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang di maksud dengan
nikah.*®
Artinya: “Dari Said bin Musayyab r.a ia berkata, umar bin khattab

telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang telah
unnah di beri tenggat satu tahun”. (HR.Said bin Mansur)
Di beri janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas
bahwa si suami itu ‘unnah” atau tidak atau mungkin bisa sembuh.
Hal-hal yang lain juga di giaskan dengan aib yang enam macam
tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksudnya
perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Allah SWT berfirman dalam Qs Al-bagoroh:
A Tl 38 Gl Jad (a5 1)) e A Ri 4,
Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian,
maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya

sendiri”.

Dari pengumpulan data diatas maka peneliti dapat menganalisis

bahwa perceraian karena gangguan jiwa menurut

* Ibid, .198-200
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perspektif hukum islam adalah gangguan mental dan di
nilai sebagai keadaan di mana seseorang atau penderita
sudah tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan di
sekitarnya dan mengenai perceraian tersebut dapat di

terima dan di perbolehkan perceraian tersebut

C. Pembahasan Temuan
1. Persepktif Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gangguan Jiwa

Dalam kasus perceraian ini pihak tergugat benar-benar terbukti
mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai seorang suami. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Perceraian karena gangguan jiwa sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2e)
jo. Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Terhadap pembuktian bahwa pihak tergugat benar-benar mengalami
gangguan jiwa dapat di ketahuidari surat permohonan pihak istri sebagai
penggugat di Pengadilan Agama Jember yang di dalam isi gugatannya
tersebut di sebutkan alasan-alasannya di ungkapkan bahwa pihak penggugat
dan tergugat kehidupan rumah tangganya sudah sudah tidak harmonis lagi
karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang
di sebabkan karena pihak tergugat stres dan suka memukul pihak penggugat
akibat dari stres atau mengalami gangguan kejiwaandan tidak dapat

memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.
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Melihat tanda-tanda gangguan jiwa yang di derita oleh pihak tergugat
dan juga dari keterangan Ahmad Nuruzzaman SE selaku juru sita perkara ini,
maka dapat di kategorikan gangguan jiwa yang di derita oleh pihak suami
tersebut adalah jenis gangguan jiwa “Manic Depresive”.

Manic-Depresive adalah, Penderita sering mengalami pergantian
siklus yang cepat sekali, antara rasa gembira, sedih dan susah, antara perasaan
besar hati dan perasaan tertekan. Adapun ciri-ciri Manic-Depresive tersebut
antara lain:

a. Penderita sangat emosional, suka marah, mencaci maki, memukul
orang, cepat emosi, ingin menghancurkan segala sesuatu, tertawa
sendiri dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalam waktu yang
beberapa saat keadaan menjadi tenang kembali bahkan terlihat seperti
orang sedih, murung, rendah diri.

b. Penderita sering di serang ilusi, sehingga sukar untuk melakukan
pekerjaan dengan teratur. Penderita mengungkapkan rasa gembira dan
bahagia secara berlebihan. Dan terkadang pula mengalami lamunan
yang dalam sehingga tidak dapat membedakan tempat, waktu dan
orang-orang di sekelilingnya.

c. Penderita terkadang terlihat selalu aktif, tidak mengenal payah dan
capek, suka menguasai pembicaraan, sulit di tegur perkataan atau
perbuatan dan sikapnya, suka mencampuri urusan orang lain dan ingin

menang sendiri.
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d. Penderita kadang-kadang perbuatannya dapat membahayakan
keselamatan orang lain. Penyakit ini sering di sebut dengan gangguan
jiwa yang kumat-kumatan karena penderita berubah-ubah dari rasa
gembira yang berlebihan menjadi sedih, muram dan tidak berdaya.
Dalam mengupayakan penyelesaian perceraian karena gangguan jiwa

di Pengadilan Agama Jember para Majelis Hakim selalu mempertimbangkan
antara putusan hakim dengan dalil hukum yang sebenarnya. Apabila sudah
jelas tentunya tahapan-tahapan penyelesaian dalam hukum bersetara yaitu:
Perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik,
pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim.

Di dalam usaha perdamaian (ishlah) dan rekonsiliasi Pengadilan
Agama Jember melalui para Hakim berusaha semaksimal mungkin agar
perceraian tersebut tidak terjadi namun tentunya dengan melalui
pertimbangan-pertimbangan masalah dan mudhorotnya yang akan terjadi baik
kepada pihak suami sebagai tergugat dan kepada pihak istri selaku penggugat
bahkan kepada keluarganya.

Setelah di adakan upaya damai dan rekonsiliasi namun tidak berhasil
juga maka Pengadilan Agama Jember yang mempunyai wewenang absolute
sekabupaten Jember menyelesaikannya melalui tahapan-tahapan sebagaimana
di jelaskan di atas. Dengan berdasar pada isi gugatan, jawaban gugatan,
replik-duplik (kalau ada) beserta keterangan saksi-saksi baik dari pihak
penggugat maupun pihak tergugat, maka Pengadilan Agama Jember

memberikan kesimpulan apakah perceraian tersebut layak atau tidak untuk di
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laksanakan. Tentunya dari berbagai pertimbangan dan musyawarah Majelis

Hakim sampai dengan perkara tersebut di putus dengan menjatuhkan thalaq

satu baik dari pihak tergugat maupun penggugat.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat di interpretasikan bahwa:

a. Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan perkara perceraian karena

gangguan jiwa di lakukan dengan dua cara yaitu, cerai thalaq dan cerai

gugat.

b. Perceraian karena Gangguan jiwa di masukan dalam kategori faktor cacat

biologis, hal ini di atur oleh penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Huruf (e), Undang-

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (e), PP Nomor 9

Tahun 1975, serta pasal 116 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam.

c. Dalam upaya penyelesaian perceraian karena gangguan jiwa di Pengadilan

Agama Jember pada tahun 2015 di mulai dengan pendaftaran perkara,

penerimaan perkara, pemeriksaan perkara yang meliputi:

1)

2)

Mengupayakan kedua pihak untuk berdamai dengan proses
mediasi,memberikan  nasehat dan  pertimbangan-pertimbangan
hukumnya serta dampak bagi keduanya serta keluarganya jika
perceraian tersebut tetap di laksanakan.

Jika upaya perdamaian tidak juga berhasil maka Pengadilan Agama
Jember mendengarkan dan memeriksa isi gugatan dari pihak
penggugat yang di bacakan panitera pengganti dengan di teruskannya

pada jawaban tergugat terhadap isi gugatan.
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3) Apabila ada jawaban dari pihak tergugat terhadap isi gugatan pihak
penggugat. Waktu untuk menanggapi jawaban tergugat (Replik) serta
atas tergugat yang di berikan waktu pada penggugat untuk
menanggapi tanggapan tergugat (Duplik).

4) Setelah proses tersebut maka di lanjutkan dengan pembuktian, di
mana pembuktian ini merupakan penentu dari isi gugatan dari pihak
penggugat dan jawaban tergugat dapat di terima atau tidak serta
mempertimbangkan hubungan hukumnya agar sesuai dengan undang-
undang yang berlaku.

5) Setelah bukti-bukti tersebut telah di ajukan oleh pihak penggugat dan
tergugat, maka di adakanlah musyawarah oleh Majelis Hakim untuk
menentukan apakah perceraian tersebut patut dan layak untuk di
putuskan.

6) Akhir dari penyelesaian perkara ini adalah dengan di bacakannya
putusan dengan di sampaikannya oleh ketua Majelis Hakim, dengan
menjatuhkan thalaq satu ba’in. Bagi cerai gugat dan sampai dengan di

ntetapkannya hari ikrar thalaq bagi cerai thalag.

Dari proses tahapan akhir pelaksanaan putusan tersebut yaitu terhitung
mulai 14 hari atau dua minggu setelah putusan tersebut di tetapkan atau di
bacakan bagi pihak-pihak yang hadir semua, namun apabila salah satu pihak

ada yang tidak hadir, maka ketetapan hukum tersebut berkekuatan hukum
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tetap setelah putusan tersebut di sampaikan atau di terima oleh pihak yang

tidak hadir.

2. Pandangan hukum islam terhadap perceraian karena gangguan
jiwa.

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup
yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh alam dan
ummat muslim khususnya. Manusia di turunkan bersama dengan peraturan
hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ke tidak seimbangan serta

berbeda dengan makhluk yang lain.

Benturan dan ketidak seimbangan itu ada ketika manusia mulai
mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya. Islam memiliki
peraturan yang menyeluruh tentang kehidupan dan mengatur seluruh aspek
kehidupan tidak terkecuali masalah pernikahan, islam mengaturnya dalam
sistem pergaulan. Pernikahan merupakan penggabungan antara akad laki-
laki dan wali perempuan yang karenanya hubungannya menjadi sah dan
halal. Wajib menikah hukumnya jika seorang takut terjerumus ke dalam
pelanggaran dosa dan menjaga kesuciannya. Sunnah menikah jika
seseorang memiliki kesempatan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah
SWT. Cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan suatu ujian dari
Allah SWT vyang harus di hadapi dengan kematangan sikap dan

kematangan berpikir. ldealnya harus di hadapi dengan hati dan pikiran
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yang terbuka, selalu berprasangka positif, serta adanya komunikasi yang
baik. Semuanya menjadi kunci utama dalam sebuah kebahagiaan.

Ketika islam yang menyatukan, maka islam pula yang memisahkan
ketika jalan perpisahan menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Keputusan yang menjadi
pilihan untuk tetap menjaga akidah dan keterikatannya dengan hukum
syara. Islam telah mengatur tentang thalak.

Perceraian karena gangguan jiwa menurut perspektif hukum islam
adalah gangguan mental dan di nilai sebagai keadaan di mana seseorang
atau penderita sudah tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan di
sekitarnya dan mengenai perceraian tersebut dapat di terima dan di

perbolehkan perceraian tersebut



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas baik yang berupa kajian teoritis
maupun yuridis (hasil penelitian) dapat di ambil beberapa kesimpulan di
mana dengan adanya kesimpulan tersebut mampu memberi pemahaman
konklusif, tetap dan terarah berdasarkan rumusan masalah yang telah di
sebutkan dalam BAB 1.

Pada BAB terakhir ini setelah penyusun uraikan beberapa masalah
pokok yang ada dalam skripsi ini, secara panjang lebar sesuai dengan
kemampuan penyusun, akhirnya penyusun mengambil suatu kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara
perceraian dengan alasan gangguan jiwa dapat di terima oleh Pengadilan
Agama Jember sebab dalam keadaan sakit jiwa seseorang di anggap tidak
cakap yang secara langsung tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai
suami yang dapat merugikan pihak istri.

2. Bahwa hukum yang mengatur perceraian karena alasan sakit jiwa di
Pengadilan Agama Jember pada tahun 2015 di sesuaikan dengan alasan-
alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (e
dan f), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 PP.No0.9 1975
huruf (e dan f). Kompilasi hukum islam pada pasal 116 yang berbunyi:

salah satu pihak, mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan
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tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri (), antara
suami dan istri terus-menetrus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (f). Selain
Undang-undang para Hakim Pengadilan Agama Jember juga mengambil
dasar hukum islam.
B. Saran-saran
Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang di peroleh selama
penelitian, maka dapat di sarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
penelitian ini dengan harapan dapat di jadikan pertimbangan-pertimbangan
khususnya bagi masyarakat dan Pengadilan Agama Jember.
1. Bagi Pengadilan Agama Jember
a. Di harapkan dalam melayani masyarakat yang mencari keadilan
khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan sakit jiwa benar-
benar melihat peristiwa hukum sebenarnya, agar dapat menghubungkan
peristiwa hukum dengan dalil hukum yang sebenarnya, agar supaya
tercapai keadilan sesungguhnya dengan hukum di indonesia dan hukum
islam.
b. Di harapkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang
ada di Pengadilan Agama Jember betul-betul di maksimalkan, selama
hal yang di teliti tersebut tidak melanggar kode etik yang ada di
Pengadilan Agama Jember, sehingga para peneliti dan Pengadilan
Agama Jember bisa saling memberi manfaat tanpa ada salah satu pihak

yang di rugikan.
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2. Bagi Masyarakat
Di harapkan bagi masyarakat agar senantiasa selalu menerapkan
hidup yang sehat dan menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani agar
terhindar dari berbagai macam penyakit dan tidak terjadi hal-hal yang

tidak di inginkan.
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! Al-Quran, 58:11.
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